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.EBSTN.IK

Penelitian ini mengangkat masalah dasar sosiologis tindakan nasionalisasi
yang dilalr:ukan oleh suatu negara, dasar hukum tindakan nasionalisasi jika
ditinjau dari Hukrm Nasional Indonesia dan Hulum Internasional dan upaya
penyelesaian sengketa yang mungkin dilak:ukan antara suatu negara yang
melakukan tindakan nasionalisasi dengan pihak asing. penelitiln hukgm
didasarkan atas bahan:bahan hukum beriifat r,orm"tif-preskriptif yang
dibagi menjadi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukumtersier yang diolah dengan menstr:uklurkan, mendeskripsikan dan
mensistematisasi bahan-bahan huLum. Berkaitan dengan nasiona lisasi ini,
dasar sosiologis yang dapat diangkat berdasarkan kasus tembakau Bremen
adalah, tindakan pengambil alih dan nasionalisasi itu merupakan tindakan
suatu negara yang berdaulat dalam rangka penrbahan stnrktur ekonomi
bangsa Indonesia dari stnrktur ekonomi totoniat ke ekonomi nasional, serta
terjadi atas dasar kepentingan masyarakat suafu negrara, prinsip kompensasi
yang bersifat adeguate, Prompt, dan effective tidak bisi aiterapkarisecara
kaku. Dasar hukum nasionalisasi yang pernah dilakukan oleir Indonesia
adalah, Pasal 33 IIUD lg4s ayat z dan e, cluang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyat<, serta 

"umue, 
dayJ alam

(bumi, air serta kekayaan atam Fng terkandung didalamnya) dilnrasai oleh
l.::g_arl dan digunakan sebesar-besarnya ,ntuk kesejahteran ralq,at; Tap
MPR No I Tahr:n 2ool tentang Pembartran Agnaria dan Pengelolaan SumberDaya AIam; IIU No 2s rahun 200? terttang penana[ran Modat. secara
internasional, instrumen hukum yang dapat Ji;aaft.r, argumentasi adalah:
Resolusi No l80s tenteng Kedaulatan permanln atas srimtrer Daya AIam
@ermanent sovereignty over Natural Resources) (sidang Majetis umum
tanggal 14 Desember Ig62); ICESCR (Internatior,i ior"r,ant on Economic,social, and cultural Rights), Ig66 berlalo 19?6. Dalam hal terjadinya
sengketa maka, acuan pefrarna adalah hukum yailg berlaku (appticauleladgoverning law) dan penyeresaian sengketa lsEttlement oi Jisputesl
Ialg telah disepakati dipilih oleh para pihak dalamiointventure aErelment
faik menyangkut p+t."" hukurn- (choice of law) maupun pilft,"" fonrm
fhoice of forum) yalari hularm mana dan lembagi *. yang a1a1 rtipilih
dan disepakati para pihak sebelumnya.

Kata Kunci: Nasionarisasi, penanaman modal, Hukum Nasionar, HukumInternasional, Kepastian Hukum

ul



.f,BSTN.B,CT

The aims of this research were searching sociological reasons, Iaw and
regrulation according to national and international nrles, and dispute
settlement of nationalisation or expropriation act by a country. firis research
based on law materials which were normative-preskriptif and divided into
primary, secondary and tertiary legal sources. Related to nationalisation or
expropriation, sociological reasons dug &om Bremen Tobacco,s case that
nationalisation or expropriation act was an act of a sovereignty state, the
Republic of Indonesia, in accordance to rebuild and restnrctrlre of their
economyc from colonid system to rrational system. AIso, this act should be
base on national interest and public interest of that certain country.
Nationalisation or expropriation priciples are adequate, prompt, and
effective. And according to that case it can not apply in a rigid manner.
Article 33 of 1945 Indonesian constitutional, Iines 2 

"r,a 
g, T"p MpR No D(

Year 2001, Indonesia Law Number 2s year 200?. brternatioirafly, united
Nations Resolution Nurnber 1803 on Permanent Sorrereigmty Os; Natural
Resources, date t4th of December 1962, and ICEscR (International
Govenant on Economic, social, and cultural Rights), 1966, e*orced tgz6.
Dispute settlement of nationalisation or expropriation act by a country, the
first consideration is applicable ladgoverning law and settlement of
disputes which agreed by the parties in joint venture. agrreement both in
choice of l,aw and choice of fonrm.

Key words: nationalisation, expropriation, foreign investment, national law,
international law, certainty law.
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Kf,TT. PEIUG.EITTTR

segala puji dan sruhlr ke hadirat A[ah yang Maha Mengetahui, sehingga
penelitian yang berjudul ..sTIII)r mrKlm .f,Trs -Nf,sloNf,rrsf,sr
PERIISIEItrN trSING; I)asar Eukum Tindaftan Nasionalisasi Untuk
Mencapal Kepastian Hu&um Penanaman IUndalD ini dapat diselesaikan
dengan baik.

Penelitian ini mengangkat masalah dasar sosiologris tindahn nasionalisasi
]rang dilakukan oleh suafu negara, dasar hukun tindakan nasionalisasi jika
ditinjau dari hlkum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional dan upaya
penyelesaian sengketa yang mungkin dilatnrkan antara suatu negirra io,g
melakukan tindakan nasionalisasi dengan pihak asing.

Laporan penelitian l{ibah trompetitif-Inovatif Mf,}I ini, Dibiayai oleh
Anggararr DIPA Prognarn Studi Magister Kenotariatan Fakultas ft*rrrn
universitas sriwijaya, sesuai dengan surat perjanjiarr Nomor:
1292a/ll9/PU2Ol0. Peneliti menghaturkan terima kasih yang tulus kepada
g6mua pihak yang telah banyak membantu selama proses penelitian, y.ito,I. Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dekan Fakrrltas lftrlnrm Universitas Sriwijaya;
3. Progrram Studi Magrister f,enotariatan Fakultas Hulerm Universitas

Sriwijaya;
4- semua pihak {ang tidak dapat disebutkan satu persatu, yan![ dengan

ttrlus ilctrlas baik secara langsung maupun tidak trangsung memperlanear
dan membantu penetitian ini.

Palembang, November Z0l0
Peneliti,

Antonius Suhadi, S.H., MH
Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
Ilerman Adriansyah, S.H., Sp.N
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BfrB I
PENDTHI'IJUffY

.8. LatarBelakang

Peiistiwa penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan perikanan

oleh polisi Mdaysia pada tanggal ls A$stus z0l0 yang lalu, menimbulkan

ketegangan hubungan dipiomatik dan sentirnen nasionalisme antara

Indonesia dan Mdlasyia. Pihak Malasyia melalui Menteri Luar Negeri

Malaysia Datuk Sefi Aiifah Ariian niengarienrR nkin niengeluif'kiri irtrbauin

agar wargliurya menunda drrlu rencarra berkunjung ke Indonesia {travel

aduisoty),I Di media massa di Indonesia, Pemerintah disarankan melal<ukan

korrfrontasi terbuka jika jalur diplomasi tidak rnampu berjalan efektif.?

sentimen+entimen ini mergingathn kefirball kon&onrasi Indonesia

dan Malasyia pada dekade tahun lg60-an. Pada waktu itu, selain konfrontasi

secara militer, rtasionalisasi atau expropriation pun menrpakan salah safu isu

Fng muncul padaflnaktu itu.

Ketggangan hubunga4 dipromatik Indonesia Maraysia yang pertama

kali dikenal dalartr konstelasi politik regional, diawali dengarr konfrontasi

'Tempo Interaktif, Jumat 2Z Agustus ZOl0
" Detik N_eqrs. Corrr. Jumat 2? Agrustus 2010. It{alaysia dinilai sebagai bangsa yang serrgatmeleeehkan tndonesia bahkan menginjak-injak harga diri Indonisia.pr"i.s."d; pgt"tu
Malaysia, Terorisrne, istl-iru perbatasan witayatr (Si$adan dan lagita& Ambalat, SabaS danse-raurqf), penampungan kayr-kayu aanuegat tigging, penyehriaupan BBM, rxl dansebagainya menrPakan bebdrapa isu yang *.mu""t rruiraian reail o"g*" t u.r,glmr:noaig.



Indonesia vs persamaa, rxrmpun (melay'), sajarah, letak

geografis serta persamaan bahasa yeng sama tidak menjadikan Indonesia

dan Mataysia menjalin hubungan yang sangat baik dan berrangsung secara

harmonis, bafrkan hubungarr Indonesia sqngatlafr buruk ketika ftu.3

Perbedaan sejarah kolonialisasi membuat ketidatqpuasa:r Soe1g3rno atas

terbentuknya negara Malaysia pada dekirde tahun lg60an.

Penyebarluasan imperialisme barat yang dinilai soelarno

memberikn pengaruh negatif terhadap kelangsungan negara-'egara Asia

Tenggara alchirnya merhbentuk suatu persepsi dan hub,ngan yaryI kurang

baik dehgan Malaysia.

Dalem sejaratr, Indonesia pernah dua kari melakrlan tindakn
nasionalfuasi, perfama pemerintah mengambil alih penrsahaan-genrsahaan

Belanda pada tahun lgs8, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan

Irian 3ara1 dari perrdudulan Belanda. Berleitan dengfi nasionalisasi ini

timbul grugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (German), ketika

dari tenrJrakau dari perkebunuan di Deli akan dilelang pada pasartembakau

di Bremen. Basus ini terkenal dengan ksus tembakau Bremen.4

s lndonesia OnTime, ll4emb angan Hubungan Indonesia Malasyia
(htlp'J/tvvuw.indonesiaontime.comlealtoiiatzlz€ditorial/zgbl-membangrun-hubungan-

i19"T$::*aI aysia-yang-Iebih-bermartabat_.html)
' Itflartin Dixon ard Robert l!ilcCorquodale , Ca*s atd *lateriab on Int*natioaal rar (4e ed,2003), Malcolm N. Sraw, InlernaAonalf,aur6Se 

"a, 
ZOO8;. 
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Pokok permasalahannya dimulai dari penjtalan tembakau dari beikas

perusatnan Belanda yang di nasionalisasi oleh pemerintah lndonesa.

Pemilik perusahaan y:ang dinasionalisasi tersebut mengldaim tembakau

tersebut sebagian niUlrqn. Pengadilan Bremen datam puhs-arurya arrhra

lain mertyatakan nasdohalisasi Fng dilalcrkan pemerttan Indonesia adalah

hak negara yang berdaulat. Kedua, pemerintah melakukan pengembalian

perusahaan-penrsahaan Inggrris dan Amerika Serikat, pada waktu Indonesia

meagadahn kontontasi dengan Malaysia. hda talun 1962 Indonesia

mengangq aP ftnerika $erieat deqgan Ingrgds sebagrai pendukrmg utarna

perirbentukari Mnlaysia, yang oleh penierintih S6ekairio dianggap Ne,o-

kolonialisme dan neo-impreelisps sehingga Indonesia membuka hubungarr

erat dengan Soviet Uni ilegare.negara Eropa Timur, Cnba, China, Vietnam

Utara dan Eoera Selatan.s

Penanaman modal asing telah menjadi kecenderungan yang umum

baik di neglara-negara yang sedang berkembang nraupun di negara-negrara

Inaiu. Ia menrpa$n pencerminan nasionalisne di bidang ekonorni darr

keinginan untuk menghindarken ketergantungan pada dan kontrol asing

terhadap pere-konomian mereka. Negara-negara penerima modal telah

melakulmn terhadapjomt vsrtureinternasional altar $lpayra

mayoritas penyertaan berada pada pihak nasional melalui be6agrai siSern-

Malaysia umpamanya, mewajibkan agar penrsahaan-penrsahaan joint

5 tbid



\rcnture Fng telah disetuiui sebelum t Januari lg?2 mengajuigrl rencana

agar penyertaan nasionsl rnenladi ?O% menlelang talpur IggO

(termasuk di dalarnrrya pemiukan 30% oteh pribumi Malaysia).6

Denmasa ini hampir di semua neg:arra, lrtursusrya negrara berkembang

membutuhlmn modal asfuq. Modal asing itu menrpahn suatu hal yang

semakin Pentr4g bagi Pembangrunnn suatu negara. Sehingga keha{iran

irwestor asirrg rlarnpaknya tidak mungkin dihindari. yang menjadi

permasakfnn batrwa kehadimn investor asfuig ini sangat dipangarutri olel
kordisi internal suahr negara, seperti stabilitas ekonomi, pofitik negara,

penegakan hulnrm. Penanaman modal memberikair keuntungan kepadS

semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian

neltara teertpat modal itu ditanamkarr serta bagi negara asal para irrvestor.

Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang mernerlukan

penan*man modal dengan berbagai peratrxan. selain itu, pemuintah juga

menenh*an lesarnva mdal dan perbandingan antqra modal nasional dan

rnodd ashg, Hal ini dilakuhn a{rar penarraman modal te*:seblt dapar

diaratrkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Bukan hanya itu

seringkali suatu negrara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara

bebas' karena adanya pengan& serta campurtangan dari pemerintah asinq.

Berbagai slrategd untuk mengnrndang investor asing telah dilakulanr. HaI ini

6 Wsrld 8&, Lryact o-I forgig1l D_ irqel Inveshnent eggil,



didulnmg oleh arah kebijakan ekonomi dalarn TAp MpR ru r{omor

Iv {PR/1999 salah satu kebijakan ekonomi tersebut adal,ah rnengoptimalkan

peranan pemerintah dalam mengorek*i ketidaksemprunaan pasar dengan

rnenghilangkan selunrh hambatan yang mengE anggflt mehnisme piurar,

melalui regrulasi layanan Publik, $bsidi darr inserrtif yang dilakukan secara

transparan da+ diatur dengan undang-undang. Kebijakan mengr,ndang

modal asing adalah untuk meningkatkan potensiekspor dan substitusi impor,

setringga Indonesia dapat meningka!:kan penglrasilan derlrisa dan mampn

merEthemat detrisa" oletr hrena itu usaha-usaha di bidang tersebut diberi

prioritas dari fasilitas. Alasan kebijakrn yang lain yaftu aEar tesjadi nlili

teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbrrhan ekonomi dan

eemlangunen nasional Indonesia.

Masukrrya modar asing bagi perekonomian Indonesia merupakan

tqtfutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Modal asrng y,ang

dibawa oieh investor menrpakan hai yarqg sangat perrting sebagai alat untu*

mengintegrasikan ekonomi global selain itu, kegiatan investasi akan

memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, mendorong

tumbuftnya bi$ds, adanya supply te&nologi dari investor baik dalam bent'k

Proses produlsi mirupun permsinarL dan menciptahn hparrgan

pekerjaan.

Akan tet4Pi berkaitan dengan tindakan nasionalisasi, pada variabel

kegriatan; irwestor memerruhn adanya suatu kepastian hukum sebagai



ialrtfuiarl belasaha. $amun, disisi lain, pihak negara peneirna moclal dengan

alasan keseniarrgnn ekonomi dan alasan politis lairurya dapat melakqkan

tindakan nasionalisasi terhadap penrsahaan asing di negaranya.

B. f,umusan lilasalab

Berdasarkan des*cripasi dalam latar betakang di atas, pemasalalnn

yang diangkat dalarh penelitian ini adalah sebagai berikut:

l- Apa dasar sosiologis tindaltan nasionalisasi yang dila}ukan oleh suafu

negara?

2. Apakah tindalanr nasionalisasi merupaka:r tidaftan legat dan memiliki

dasar hutrmm jil(a ditinjau dari Hukum Nasional Indonesia dan Hukum

Internasional?

3- Sagraimana penyelesaian sengketa Fn{t mturgkin dilakukn antara

suatu negara yang rnelakukan tindakan nasionalisasi dengan piha.k

asing?

6, ftriuan dan Manf,eat

I) Tujaan

a' Metrgetahui dan menganalisis dasil sosiologis tindakan nasionalisasi

yaryt dilalnrkan oleh suatu regara.
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b. Mengetahui dan menganalisis apakah tindalkan nasionalisasi

menrpakan tidahn tegral dan memiliki dasar hukrm ik ditinjau dari

Hukum Nasional Indonesia dan H,k*m rnternasional.

c. ' Mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaia3 sengketa

Fllg rnruqkin dilakuhn affir-a snatu negara yang nrelakqkn

tindakan nasionalisasi dengan pihak asing.

1) Marrfaet

Penelitian ini memberikan manlbat teoritis darrmanfaat prahis.

Iuldnfaat tadritis, adalih nierirbdiikan kontribuii di bidang ikad6riris

terutama meningkatkan kualitas materi perkuliahan }lukurr penandman

Modd yaittl adanya Fngayaan dengan cara mema$kftan hadLfnsil

penelitian dalanr mate*i balran ajar.

Manlaat praktis, memberikan kontribusi kdpada masyarakat umum

terhadap aspek hukurn Penahaman modal asing dan tindakan sosialisasi.



ilf,rI
TEnIIYGrI E(,nI IIIil TOI{IEPTIIf,I,

f,. Eorangka Teort

Salah Eafu fttrlgsi hrikrm a.laleh alat trenyaesaian sciifrkefia ateu

kortflih disamping furysi yang lain sebagai afat pengendalian sosial dan alat

rekayasa sosiatr. Guna terciptanya ketertiban diddam masyarakat diperlrrkan

suatu tatanan. Hukum sebagai salah satu bentuk tatanarr disamping

kebiasaan dan kesusilaan, Uerperan besar dalam terciptanya keter6ban-

Hukrn disini adalah hukum tectuli$ seperti peraturan pemurdarrg-undarqg,

puhrsan haHm (jwispradensi), perjanjian (trakia}.

Menunrt soerjono soekamto, hukum dapat berfirngrsi dengan baik

diperhkan keserasian dart hubungnn antara emlrat faktor, yakri:

l. Hukum dan peratruan ihr sendiri
Kemlllrgkitienrrya adalah biihwa terjadi ketidak c@oken dalam
peratwan penudang-undangan mengenai bidang-bidarrg
kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalatr
ketidakcocokan antara peraturan perunda4g-undarrgran dengan
hukun tidak tertulis atau hukum kebiasaan" Eada4gkala
ketidakse,rasian antara fnkum tertulis derrgran fuknm kebiasaen,
dan seteru!'nya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan h*um.
Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, iaksa,
pembela, petugas perasyara*atan, dan seterusnya. Apabila
perafuran perundang-undangan sudah baik aftan tetapi jika
menhl penegrak hr*urm lilrurg baik, mafta akan teriadi p"d"
sistem penegakkan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan urtuk mendukung pelaksanaan hukrrm.
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Xkrlau peraturarr perurrdang-undarigan srdah baik dan juga
mentalilas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kgrang

maka penegakkan hukum ti&k akan berjalan delgan
semestinya.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dariparawarga rnasyarakat. ?

ifierurut latnrence Meir fkiedman terdapat tign unsur dalam sistem

hr*urL Yakd Sbrrktur (Saucfire), srbstansi (Substane) dan fuftur Hukrurr

(Icgal Cultwe),8

substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang

berada dalarn sistem hukum yang mencalnrp kepuhrsan yang merele

keluarkan, aturdn bartr yang mereka susun. Substansi juga merrcatrup hutctun

lrang hidup (Iiuing larr), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-

undang (lar .bodlcs)'e ldealrrya tatanan hukum nasional mengrarah pada

penciptaan sebuah tatana:r hukum nasional yang bisa manjamin

penyelenggaraah negara dan relasi antara wargd negara, pemerintah dan

&,,da internasional secara baik. Tujuan politik h*um yaitu menciptahl

sebuah sistem hilrum nasiorral yaqg rasional, transpara& demoktLs,

otonom dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi

masyarakat, bukan sebuah sistem hu}um yang bersifat menindas, ortodoks

dan redukionistik.ro

-' Soeriono Soekarnto, 1998, Teori Sosiologi tentang Pribadi dolan Ma,syoakd, GhaliaIndonesia, Jakat[ hal. 83-84.
6 Achmad Ali, 2005, Keterpurukan Huhm di Indonesia Penyebab dan Solusittya, Ghalia

Indonesi4 Ciawi-Bogor, Ce&ikan Kedua, hal. I.
" Ibidhal-2-

:" h; syaukani, A.'Ahsfu Thobari, 2ffig, Daso4ass potiti* Hafurrr,pr Rajagrafindo
Persada, Jakartq hal. 72.
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Substansi hutnun berlaitan dengan pro$es pembuatan suahr prodgk

hukrm yang dilakukan oleh pembuat wrdang-rurdang. ltilai-nilai yang

berpotensi menimbulkan gejala hukum dirnasyarakat dirumuskan dalam

suatu perafuran perrurdang-undqggfan- Sedangkn pembuatan stratu prodnk

perundang-undangan dipengaruhi oleh srrasaaa politik dala6 suatr neltara-

seringkali substansi hukum yang termuat didalam suatu produk

penrndang-undangan dipenganrhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok

tertentu. Sehhgga hukum yang dilnsilksn tidak respo*f terhadap

psrhernbarrya* ma-sfdrakat. .Skibat Frg febih luas adalatr hukgril dijadikan

sebagai ildt kekuasaan dan bukan sebagai pengontror kekuasaan atau

membatasi kesewenangan yang sedang berlrcuasa.

Menurut satjipto sahardjo yary mengrutip dari Radbnrch, terdapat

nilai-nilai dasar dari hrd<um, yaitu Keadil,an, Kegruuraan dan tepastian

hukum.rl Eciait jarang icetiga nilai dasar huiarm tersebut saling bertentangan

dalam penegald<an huktrm. BiIa hal tersebut terjadi maka yanE hanrs

diutamahn addalr keadilan, mengdngat tujuarr h*um adalatr tercipt:nya

rasa keadilan dimasyarakat.

Masyarakat yang menyerahkan sengketa atau permasarahan

hukumnya kepada institt*i hukun ke@ali didorongr oleh kepentingan

tedihat juga adarrya faktor-faktor seeerti ide, sihp, keyakinag rrarapan da*
pendapat mengenai hukrm. orang secara sadar datang kepada hukum

-

'r Sa6ipto Rahardjq200}, Ilmu Huk:un, PT Cita Aditya Bakti, Bandung Cetakan kelim4 hal.t9"
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(pengadilan) disebabkan oleh penilaian yang p6sitif mengenai institusi

hukum. Dengan demikia:r, keputusan untuk mernbarra sengheta tersebut

kedepan pengadilan pada hakikatny4 menrpakan hasil positif dari

be@janya berbagai faktor tersebut. 12

3. EerarrgkaEonsepfual

Dalam turisan Magdoff juga mengkaitkan tentang konsepsi

rcvueignty dengran wrderdevelaptnenf dan pengembangal multinasional

dalam negaxa kapiralis' Operasionatlsasi multinasiosral di$makan sebagrai

pedomari dalam menieEang kepr:ntiigiri nisiondl untuk batasan aktivitas

dari ketenagakerjaan yang trnggi, memilihara sound currency dan

melakuhn kortirol ekonorni untrrk kebutuhan nmrrrn. Ada dua aspek dalam

ProPosisi diatas yaitu definisi kepeatingan nasional dan kemampuan negara

cialam eonEoi ekonomi. I3

Menunrt Magdofi definisi konsep kepentirrgan nasional ialah larrang

lebih suatu identifiksi ketika barErsa menduduki dan tidak langsung

menjal,ankan dengan foreign power. Kepentingur juga dipandang dari
perbedaan kepentingart kelas dan wilayah dalam populasi negara. Ketika

adanya hterbatasan sumber daya, maka masing-mesi4g sektor lang$ng

mer$atankan cara derEan asset dan pendapatan- rfal ifu teriadi ka*ra

]] Sa6ipto Rahardjo, Op Cit,hat. 154 _ 155.
" Harry Magdoff, 1978, "The Multinational Corporation and lievelopment - A Contradiction?-,dalam Imperialism: From the colonial age to the presei,Nerv york: Monthly Review press
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dengan bndisi seperti itu konf,ik kepentingan retrran untuk bertqmbufr.

Dalam disnribusi sumber daya, kelas dominan bergruna rmtgk mengontrol

sumber daya dan mendistribusikarurya pada kelas lain. Kemudiazr dengan

fakta Yaql terjadi natidrrralnaerg, tida* hanya menjadi suatu ideologi

negrana saja tapi telah kepada sehor individual dan insEtust Hal itr
disebabkan keuntungan sektor tersebut dapat menjadi penjaga kesehatan

ekonomi dan sebagai regrutasi banr dalam sumber daya ekonomi. Dari

sektor individu dan institusi mernunculkan sin*trr multinasional 1.an{t

menjadi a*tor dorninan dalan hegiahn ekononri- Muffinasisral akan selalu

dominin dalam bisnis enterprise, kepentingiin nasional ketikri bentuk

stsrrktur kapitalis selalu operatif dalam menjaga orgarriSasi multinasional

tersebnt.l'

'4 rbid
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il[gTODE TETELISilT

IL. fanii Penelitiin

Penelitian hulcum berjudul "Studi Hulcrun Atas Nasionalisasi

Perusalaan .6sLrg; Dasar lfirkrrrn Tiadakn l$asionalisasi tlntgk Mencapai

Kepastian liukum Penanama:r ll,lodel" adalah perrelitian hl*33n nornratif,

sebagaimana dijelaskan oleh Bernaxd Arief sidharta, sebagai berikut:

'"...ifmu huktrm adalah ilmu rrormatif yang termasuk ke dalam
kelompok ilmu-ilmu praktihl yang ke datan pengembanannya
berkorwergensi semua produk ilmu-ilmu tain (khususlrya sosiologi
Fk rr.r, sejaralr hlrkuia dan frbafat h-ulnrm) Fag relevan antrk (secara
hemteneutis) menetapkan proposisi huktrm v*g akan ditavuarkan
untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah
hukum konlset ]rang dihadapi. Penetapan proposisi hulum tersebut
dilakuhn berdasarhn aturan hukwn positir yang dipalrami
(diinterpretagi) dalam konteks keetunrtran tcaiAatr-faiaafr 

-hukum

yang tertata dalam stratu sist€::r {sistematik$ dan htar belareng
sejarah (historikal) dalarn kaitan dengan tujuan pembenhrkarurya dan
tujuan hukum pdda umumnya (teleologikat) yang menentukarr isi
aturan hukum positif tersebut, dan secara kontekstual merujuk pada
faktot-faktor sosiologikirl derigari rrieflEacii nilai-nilai hiltural-dali
kemanusiaan Fng frrndamental dalamproyeki ke masa depan-.rs

L Pendekatan Penelitian

Atas dasar itu, maka penelitian hul:um ini menggrunakan pendekatan

normatit atau Qqmatik huktnt (legal dqrmatic approach) sebagai

"trrendekatan utamdrrya", dengan tuiuan untu* melrgkaji hrukunr positiarya,

lsBemard Arief Sidharta.20}l.,?isiplin Hukum: tentang Hubungan antara IImu Hukum, TeoriH*um dan Filsafat Hukum (s@e of the arts)", Makalaft Disaripaikan LIam Rapat Tahunan iomisi
Disiplin Ilmu Hukum, I l-13 Februari, Jakafia,hlm. 9.
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dalalxr arti "menghimpurl memaparhrl mensistematisasi, menganafisis,

menalsirkan dan menilai norrna-nonna hukum positilyang mengatur tenftmg

pembentukan penanaman modal dan nasionalisasi berdasarkan dan dalam

keraryka tatartan atau sistem h*.rr.rn yang berlaku dan ke dalafir tatanan

t<ema.sJfareftatan (rccral srrsterlr) yaq, dalam tatanan itu hl*um adalah salall

satu subsistemnyat'. 16

Kemudian, menglacu kepada pendapat sunaryati l{artono, bahwa

"...ilmu h*u:n mengalami proses ditrerensiasu' inlggrasi dalatn pemikiran

dan metode penelitiarurya, sehingga membutuhkan pendekatan

multidisiptiner yang mengeJunakan logika lebih dari satu cabang ilmu

hukum" balrkn peade&atan iniedisipliner yang membutuhkan yerifikasi dan

bantnan dari disipliner ilmu lainnya",l? maka ada beberapa pe*dehtan

Iainnya yang relevan unfuk digrunakan sebagai pendekatan pendukung

dalam upaya memahami dan mehjelaskan secara lebih utuh persoalan

hulrun rlng dihji aldlfii peneutiai hrrkruri ini" sebagai tr€rikut :

l)Pedekataa frtsdat hu*tut (Iegat ptfiwphy approxh), auoruhn untuk

mengkaji eksistensi dan perkembangan konflik nilai-nilai (materiatisne

dan individualisme dengan spiritualisme dan l<olehiuisme), sehingga dapat

ditemukan iui:rs-asas hukffii khusus yang rnendasarinva. Sifat trIsafat yar{I

'tt' pn. Visser't Hooft. 1g88. Filosofie van de Rectswetehschap, Martinus Nijhof[
Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. 2OOl, n*ay"t lbnu Hukum, Laboratorium Hukum, futuftu,
Hukum Universitas Katolik parahyangan, Bandung.usunaryati Hrytono. t994--Petciitian rtrrmn d Indawsia pA,lf*ir Abd Ke-20, Atumni,
Bandung hlm.123-124.
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menyelurEh, mendasar dan spekulatif,ls menjadikan filsafat hqkum

rnenjelaskan persoalan hukamnya secara radilcal dan rnendalam.rs

2) Pendekatan sejarah huktm (Iegat historical approach), digunakan unhrk

melEddentifikasi tatrap.tafrap dan faldor-fal*or yang mempengargli

perkmbartgan hukum2o berhitan dengan xasionafisasi dan penanaman

modal.2l

3) Pendekatan sasiologi hulatm (sociolegal approach), secara proporsional

digrunal€n untuk meagkaji proses hukum eaw in proces), dalafir arti

huktrm dari sisi tampak kenyataarurya,zz karena fakta kemasyarakatas itu

dapat dijelaskan dengan bantuan hrrlcurn dan kaidalr-kaidah hukum dapat

dijelaskan derrgan bantuan fakta kernasyaxakahn-as

4) Pendelcata4 poliiik hut<um (tegal policy approach), digunakan untrrk

mengkaji dan mengrembangkan konsep nasionalisasi dan penanaman

modal asing, berdasarkn nitai-nilai dalam ma.srararat, sesuai dergan

kontek kesejarahan, situasi dan kondisi, dan dengan rnemperhatiha

"fnj* S. Suriasumantri . lgl7. Fils$a Ilmu sebuah pengantar populer,sinar Haraparl Jakart4hlm.2U22.

- 
t'nutji Darmodihardjo dan Shidarta. 1995. Pokok-Pokok Ftlsafat Hukum, Gramedia pustaka

Utdfr4Jdr(arld. hlin.6.

- - 
2baurbang 

Sunggono' lgg8. Mer&togi Percliriqt Hilhuq,PT. RajaGrafindo persada Jalgrt4hlm.l02.

#"*i..rrj:ekanto. r9t3- pengofiar seiaroh Huhtm, Arumni, Bandung hlm.3g40.
-satiipto Rahardjo. 2000. Ilma Hufum: P.T. ci&a Aditya Bakti, Baiidung hlm. 326. Juga

laljipto Raltardjq '?endayagunaan sosiologr Hukum untuk Memahami proses-proses Hukum Indonesiadalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi", Makalal4 oisampai[an ailu* Semi"* 
-Nmiona

'?endayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan A" iLrfi,,1a,ri*"i 
-crrl} 

or,Pembentrkan Asosiasi Pengajar dan Pffinat Sosiologi Hd;m so.Indonesia,, Diselenggaralai oleh
Pusat studi Hukum dan Iuasyarakar, FH rrNDIp, senraraag; 12-13 Noperrber 1996.

"o.g.tu- Meuwissen. Diterjemahkan oreit sor;a Arie.f sidhartq dalam pro rttstifia, TahunXt No. 4 Oktober 1994, ltlm. 3l-32.
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pula kebutulmn masyarakat terhadap lnrkum, sehingga produk hui<um

Irang dihasilkan dan yang alanr diimplementasikan di ma.syaratcat dapat

dipatuhi.2a

e. r€lds rrarr !11s11!er$ahan-b+hrn f,ulurn

pBelitiail hukrm ini, tenrtama didasarkan atas SaJran-bahaa hulatm

bewilat normaiif-preslaiptil Bahan-b4han hukun bersifat rrormatif-

preskriptif' digrunakan tenrtama untuk mengkaji substansi perafuran hukgm

positif (.r'us cons{r:fufum) yarq meogratru nasionalisasi dan penarraman modal,

Frlg berdasarhn kekuatan mengilefnya ai*fasiEkasiUn sebagai bahan

hukum primer, bahan hukum selrnrnder dan bahan huhrin tersier,a5 iang
terdiri dari:

1- Bahen hukm prima, yaifu bahan-bahan h*urn yaql mengikat, dan

terdiri dar* norma atau kedah dasar (pancasila) peraturan dasar GJIID

NRr raliui 1945), ruidarig-ruidanE, pe$aturan penieriritah, B6fatura[
presiden, peraturan menteri, keputusan rnenteri, peratur4n daerah,

peratuan kepala dierarr, dpn keputusan kepala da€raru

2. Bah,rrrt h:{,kum se&nnder, yaitu bahen yang menjelaskan bahan huhrm

prirner, seperti: hasil penelitian, jurnel ilmiah, hasil seminar atau

pertemuarr ikniah lainrrya, batrkan menunt Ronny Hanitijo soemitro,

2tmam Syaukani dan A- Ahsin Thohari.2(s4- Dass-fuss politik Hilfur4pr. RajaGrafindo
P€rsada, Jakart4 hlm. 42-43.

ssoeriono 
soekanto. 1986. penga*o perelitian Hw*a?r,UI prcss, Jalgrta, hlm. 52.
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dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan paler huk.m termasuk

dalam batran hu*rrm seku:rder ini sepaniarqE rcrervan dengran persoalan

hulum yang dikaji dalam penelitian hulmm ini.zo

3.8alan furktfirl. te*ier- yaifu bahan h*llm perrunjar.rg Fn{I memberi

petrmiuk dan per$elasanterhadap bahen hr+um primer dan behan hu*um

sekunder, seperti kamus hulum dan kamus Kesehatan.z? surat khabar,

majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang

memuat informasi lnrlg relesranr dengan persoalan h*um yang dik?ji

dalam penelitian hulttrnr ini. 28

D, le*ri* Pagnurpulil 3aban+ataa Erk rm

PerErurnpulan bahan-bahan hulurn bersifal

dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan,

baik secara konvertsiorral maupun menggunalcan

(tnteni€t, dIL).

normatif-pres*criptif

dan studi dolomen,

telnologi informasi

E, Teknik Fengolahan Bahan-bahan Eukum

Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif diolalr dengan

tahapan sebaqairkirE dijelashn oleh tanr Hoect€ Fng dikutip dari Besrard

. 
xRoqny Hanitijo SOsmiho. l9Eg. Metodetogi perulitian IIufum dan Jtriruetri, G.haliaIndonesia, Jakart4 lilm. 24.
'?"+* Soerjono soekanto dan sri Mamudji. 2001, penelitian Hukum Normatif suaaTmjauanSingkat, PT. RajaGrafindo persada, Jakarta, hlm. 14_15.
-Bmdingkan dan periksa ray A, si%tar & B€nymin R. B*- lw. Ttp l,egal sowces o!Public Poliqt, Lexington Bookq Massachussets" Tuonto, p. 23.
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4def Sidharta, yaitu: mens&uJdurl<an, rnendes@sriran dan menslb tematisasi

hahan'bahan hu*:llg,/n, yang ditakukan dalam g (tiga) tataRn, yaitu:

1. Tataran tektis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan

pesaturan hirLum berdasarkn hi€rarkld sumber hrkrun unfirk

memUangun lardasan legifirtesi datam mena$irhn peraturan

hulnrm dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam

suatu sistem hulsurn yang koheren;

2. Talaran tel*lqris, yaifu merrsistematisasi peraftran hukun

berdasarkan substansi hukum, dengarr can" rnerrikirkarq menata

ulang dari menaBirkan material Fridis dalam perispektif teleologis,

sehingga sistemnya menjadi tebih jelas dan berkembang, dengan

menerapkan metode lelep,lqrb sebagai patokan sistemaiisasi;

3- Tataran si#emalisasi eksferaa{ yaifu measistematisasi hakurn dalam

rangka mengintegrrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan

hidup masyarakat, sehingga dapat menafsa uhng pengertian yang

ada dan pengertian bant, dengan rnenerapkan

mefode :inlerdisrpliner ataa tan#isipliaea y.F memanfaathn

metode dan produk berbagai ilmu manusia lqinnya, dengan

pendekatan antisipatif ke masa depan (fufurologi).zs

?tr'{' van Hmke. 19E4. Asd en Metho& Vot fu Rectrtswetenschap, dalun Bemard Arief
Sidharta- 200[,. Op. Crt., hlm. lI9- I 53.
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f, Tclnik r'aligis Bahaa-bahaa Erfnrrn

SatHrFbeherl hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis deaEan

menggunakan metode normatil, Jrang menunrt Bernard Arief Sidharta,

adalah:

"metode doltrinal dengan optik pro,fuiptrunfuk seeri iermeneag
menemtlkan kaedah hulnm yang menentukan apa yang menjadikewajiban dan hak yuridis subjek hukum- ci"ra* situasi
kemaslarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan
fukrrn yanq berla*u dengan selalu mengecu trlositivitas,-koherensi,keadilaa dan martabat manusia, yang dalam inriplement*ioy" (dapat
dan sering herus) memanfaatkan metode dan produk penetiiian ilmu-
ilmu sosial".so

G. Telui* Peuarilan E€sfunpulan

Balan-barran hukum bexsifat normatif-pleslciptif dita&irkan dengan

menggulnakan metode penafsiran bertujuan (purposive interpretation), yaitu

penaBiran h*urn secara korrteksiual, yang dalam prosesnya p*r",
inemper*ratihn faHor-faHor pentfuq dari konteks hukum Fn{, lereran,

yiitu teki, asal-ucul din tatar belakang sejerah, penafsiian teidihulu,

perubalnn sosial dalam masyarakat, serta pandangan ekonomi dan politik,

yaql menglrasilhn rnalna a*fdr yary rrele*anr dengap situasi dan kondisi

kekiniaa3l

3bernard Arief Sidharta- 2000. Op. Cit., Iim. 2lg.

-'l?yjr, 
Kingsford^Smitrr, 'rntefoeiinj the Corporarion Law-purposive, pracrical Reasoning

and the Public Interest., (lg9g), Journals OySia*y t^, Riview,p.T.
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.E PeneriramanModal f;ing

Munctrlnya korporasi yang multinasionar sudah ada sejak Abad
Pertengatrarr, contohnyapada abad k-r6 hingga abad k+lg dikenal adarrya
perusatraan dagang seperti "East India Comlrany". sesuai dengart
penjelasan Marx yang banyak memfokrrskan pada institusi ekono[d,
multinational corporation lahir alcibat tiga kondisi utama yang diciptakan
oleh perkembanltan kapitalisnie: .

1. Kondisi pemsataan hpitaris mer4akahn kebutulran pada
penrsahaan individual untuk tenrs memperluas perekonomiannya,

hal ini seperti apa yang ditutis Mallx dalam capital,perkembangan
produlci kapitafis mertrbuatnya tenrs-mecterus diperllkal gnhrk

terus menirgkaikaa Fmhtr modat dalam suatu usaha indusfti
tertentu, dan persaingan membuat hularm-hukrrm imanen dari
produksi kapitalis dirasakan oleh masing-masi4g individu kapitalis,
sebagai hularm koersif eksternal.

2- llrmbuturya konsentrasi modal terakumulasi pada *ma16in sedikit
pengusaha (korporat), yang kemudian menimbulkan dua hat yang
saling berkaitan, yaitu penyebaran produksi datam skala besar dan
*snrbtrasi alaii bcb€repa perusaheait (riniseliye merlrer {kii
akuisis$.

3. Pasar dunia menyediakan nrang tambahan bagi barang-barang
produksi kapitalis. Pertama, pasar dunia seolalr rnetryediakan
elemen dasar guna merryuport kpitalisme te*:sebut, misal adanya
rerolusi komersial , perluasan
peidagangan dunie, dan kinsformasi feodalisme ke kapitalisme.
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Genyataanya, kapitalisrne rnuncrrl pada abad k+16 setelah
dihapusnya sistem feodar (Magdofi, lg?g:166), .f,rtiaya feodatisme
digantikarr oleh kapitalisme, pada dasarnya identik akan tetapi
dikernas berbeda. Feodalisme berbicara mengenai kelnrasaan
seio po[tik dalam pertanafrarr (lahan yarq dikrasai tuan tanah)
yan{t dikuasai atau terkonsentrasi secaftr oligarki oleh keluarga
bangsawan dan ksatria (sistem rnonarki), pada hakekatnya nyaris
sama dengan pemusatan kapitd dan modal (sistem kapitalisme)
pada telerapa pemilrk indusai beser yanll disebut korporasi
multinasional.s2

Menunrt Sunarj'ati Hartono pengertian penanaman modal asing d.alam

t uPM.It adatah direct invxtnent, yang biasanya dipertentangrkan

dengaapor&alrb inv**nent, dimana pemilik modal asing hanya memiliki

sejumlah saham delam snatu persahaan, hapa rnernprurjni keknasaa3

langsung dalam manajemen perusahaan.33 Ditarnbahkan bahwa IIIIPIyIA

tidak memberikan batasan dan penegasan yang cularp antara penanaman

modar asiaq rnenunrt {rIrpMJt derngan penanarran modal asing l€mat

memb6li saliani-saham daripenrsihian Indonesia yang telah ada atau kredit

luar negeri baik yang diberikan kepada atau melalui pemerintah tndonesia,

nrauPun Fr{I diberikan $rasta asfuig kepada smrasta Indonesia secaftl

terarqterangan atau diar*diam.sDiract i,nvstrnentdapat bernpa va6a

32Huty Magdofi Loc. Cit.

I Har nu, lgg0- trnvesfasi Asing dan&dustna&sasr' di Indoneda,Jakarta: r,pgHi
'o lbid
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asing (loreiga xchange)barang-barang (alat-alat), atau keahlian, baik

dalam cara orgranisasi atau pemasaran.

Menunrt undang-turdang Nomor zB Tatrun zoor, pada pasal I angka 3

knanaman Modal (uupMr, penanaman modal asfu.g adalah kegiatan

rneranam modal untuk melakukan rsaha di wilayah Negrera Bepuldik

Indonesia yang ttilalukan oleh penanam modal asing, batk yang

menggrunakan modal asing sepenuhn]n maupun yang berpatungan dengan

pena$am modal dalarn negui.

sedangkan pengertian modal asing diuraikan pada pasal I angka g,

yaitu modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorang;ur warga neg.rra

asing, badan usaha asing, badan hukrm asing, darr'a*au badan lrr*ffir
Inaorysia Fng sebagian atau ryh modatnya dimiEki oleh pihak

asing. Dalam kontrak karya pemerintah menrpakan badan hularm pubuk

yaitu menrpakan badan huLum yang diadakan oleh kelnrasaan umurn.

Sebagai badan hukum Publik perrerintarr dapat melakukal hubnngan

keperdataan.

Peperintah dalam huburigan keperdataaR dapat bertirtdak sebagai

subyek yang tidak berbeda dengan subyek hukum perorangan atau badan-

badan h*um keperdataan pada umumnya Hubrmgan keperdataan fimbul

dati perbuatan keperdataan. Misalnya melakukan kontrak dengran suby€k

hulcum lainnya.
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Partisipasi modal nasional dalam perusatraan pcnaneman modal asing

telah meniadi kecenderungan yang umum baik di negart-negara lraql
sedang berkembang maupun di neg.rra-negara maju. Ia menrpakan

penerninan nasionalisme di bidang ekonomi dan xeinginan untuk

mengldrrdarkan kete$gantungan pada dan kontrol asing terlradap

perekonomian mereka.

Negara-negara pelerima modal telah melakrrkanpenekanal

terhadapJbrnl venfiteinternasional altar supaya m3yoritas penyertqan

berada padd pihak nasionil nielilui berbaEai sistem. Malaysia umpamanya,

mewajibkan agar penrsahaan-penrsahaan joint venture yang telah disetujui

sebelum I Januad lg?? merrgajukan rer.rcana mereh agar penyertaan

nasional menjadi zoyo menjelarg tahun Isgo (termasuk di dalamrrya

pernilikan 30% oleh pribumi Malaysra).

Devuasa ini hampir di semua negfara, khususnya negara berkembang

rnembduhha hodal asfurg. Iiflodal asing itu menrpahn suatu hal yapg

semakin penting bagi pembangunan suatu negara, sehin0ga kehadiran

investor asing nampalcrya tidak mungkin dihindad. yang menjadi

permasalahan batrwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruli oleh

kondisi inter,nal suatu negnra, seperti stabfitas ekqnorni poli& regar+
penegakan huLum.
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Penanaman modal rnemberihn keurtrmgan keparla semua pihaih,

tidak hanya bagi invesilor saja, tetapi juga bagi perekonomian nelrilr;l

tempat rnodal . itu ditanamkan serta bagi negara asal para

irwestor. pemerintah rnenetaphn bidang-bidang usaha yang memerluhn

penarnmarl rnodal defigan berbagai peraturan- Selain it& pemerintal jrrgra

menentukan besarnya modal dan perbandingan antara rnodal nasi.orral dan

modal asing- HaI ini ditakukan agar penanaman modal tersebut dapat

diarahhn pada ssafu fujuan Fr{I hendak dicapai sukan hanya itu

s€ilinghti suatu ilegara tidak dapat mea.afikan po$tik ekonominya seara

bebas, karena adanya perlganrli serti cannpur tangan diiri pemerintrlrh asing.

Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan

Irat ini didukung oleh arah kebijaren ekonomi daldm TAp Mm. il
lilomor IyAnPR/r999 sarah satu kebiiakan ekonomi tersebut adalal

mengoptirtialkdn perarian pemerintah dalam riiCngOreksi

ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan selunrh hambatan yang

mengrgranggttl rnekanisme Pasiar, melalni regr"ulas! layanan publik, subsidi

dan inserrtif yang dilakuhn secara tansparan dan diatur dengran undang-

undang. &ebijakan mengundang modal asing adalah unhrk meningkatkaS

potensielcpor dan substitusi impor, sehingga rndonesia dapat

mer*tghikan pengtrasihn devisa dan mampu menghemat dwisa" oleh

karrena itu usaha-usalra di bidang tersebut diberi prioritas dan fasilitas.
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alasan kebijakan Fng lain yaitu agar terjadi alih teknologi Fnt
dapat $empercqePat taiu pertumbnhan ekoaomi dan pernbangrunan rrasional

lndonesia. Upaya pemerintah untuk mencari modal asing agErr mau kembali

menanamhn modalnya di Indoensia sampai saat ini belum raemrnjukkn

fiasif yang menruaskan- Ditambah lagi sejak ltrisis eko:romi mef,anda

Indonesia pada tahun 1998, penanaman modal di Indonesia semakin

menurun. ]angan menarik innestor, menjaga investor yang zudah ada saja

belum maksimal, misalnya detg"r! tufupnya perusafraalr asfurg setrrerti p1'

sony Elestormics rndonesia pada z? r[opember aooz- Terlebih lagi pada

tahun 20m yang IaIu, hal ini dikarenakari adinyd invasi Arnerika ke Irak

serta mewabahaya penyakit sindrom pernafaSan akut. Hal ini menimbulkan

keti&k pastian perekonomian &sda dan berdampak buruk baqi

perekonomian Indonesia tenrtaraa terhadap Fnanam modal, padahal

pgtnerintah telah menqanangkan tahun z0o3 ini sebagai tahun

investasi. untuk bisa memenuhi harapan tersebut, pemerintah, apqrat hukum

dan komlronen masyaraht dituxur uotrrk segrarir menciptakan iklim y?qg

kondusif urrtuk irnrestasi.

Menyadari pentingnya penanarntur modal oing, pernerintatr

Indonesia menciptakah suatu iklim penanamim rnodal yang dapat rnenarik

modal asfutg masuk b Indonesia. Irsaha-usaha tersebut antara lain adahh

dengran mengeluarkan peraturan-peraturan terrlang pen:rrurrnan modal asing

dan kebijaksanaan pemerintah yanE pada dasarnya tidak atan menrgikan
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kepentingan nasional dan keperrtingan investor- Usaha pemerir*ah o,fik
selalu rnemperbaiki ketentuan yaag berkeitan dengan penanames modal

asing antpra lain dilakukan dengan memperbaiki peraturan dan pemberian

pa&et yaql menarik bagi iru estor asirrg. pada a*hirnya hans tetap diingat

balxxa maksud aaaamnrrya penanaman modar a*ry rrartrararr sebagai

petrengkap atau penunjang pembangrnan ekonomi Indonesia.

sebagai bent,k upaya sEategis pemerintah tersebut, dengarr

mendasari pada konstitusi yang rrreBgatur teiltarg pemanaatan sumber

daya ahni. t t D 1945 Pasal S3 ayat I ltPerekoriomian disusun sebagai usahn

bertama berdasar azas kekeruargaan,,, meka pemanfaatan zumber daya

alam ditujul*l uatuk mencapai kemal<rnuran rakyar yan{I dilakukan seciuir

terencana, rasional, bertanggnmg iarf,ab. Dalam konleles i*vestasi di bidarrg

pertambangan yang dilaliukan melalui penanaman rnodal asing adalal

dilaknkan melalui jorn t venture "Kontrak kar3ra', yaitu suatu bentuk perjanjian

nsaha patrmgan afltara pemairdah Indonesia dengarr pen*ahaan

pamnaman modal asing, dimana pemerintah bertindak sebagai pemegtrn{,

*:uasa pertambangan menunjuk pertrsahaan penanarnan modal asing yang

bertindak sebagai kontraktor untuk melakanakan pekerjaan di bidaag

usaha Pertambangan umrrm ya,*g meliputi penyelidihn umum, ekplonsi
eksploitasi, pemurnian, pengangktrtan dan penjualan bahan-bahan galian

yang berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
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Maka kerangka huiourr perjarfian konkak karya tersebut tunduk pade

ketentuan hdrum perikatan sebagairnana dialur dalam Kullpsdata serta

ketentuan hularm lairurya yang diatur dalam penrndang-undangan terkait

dengan janji, persetriuan, dan kewajiban timbal balik oleh para pihali

tetapi kemugkinanhertungainan urrtlk mernpertuas huburEran 111krgr

dibalik perjanjian tersebut karena terdapatnya pihak asing yang menjadi

subjek hukum di dalarnnya, baik hubungan hukum antar peroranll.rn,

Percrangan dengan badan hukurn ahu badan trukrrm derrgan badan lmkum

Iaftmya. maka prinsipprinsip lrukrsn perdata rnerrjadi ilfirirtan

perjanjian yaitu ketentuari mengerlii hak dam kewajibiin, kedudukan pafa

pihak, ketentuan perpajakan, ketentuan rasio pembigiart hasil, ruang

lingkup kontrek, jangka grraHrr" ketentnan pembiyaa& *etentuan mengenai

pemhftIan dan pemeriksaal keuangan, ketentuan pemasaftm, keterrtran

penyelesaidn serrgkeaa.Pada masa perjanjian kontrak karya pemerintah

Indonesia dan Pf Newmont Nusa Tenggara dibuat pada nrasa penanaman

modal furcstasi terbagi nren,nrt sumuenrra terbagl a (dua), yaitu

penanamim modal dengran modal berasal dari dalam negeri dan penanarnan

modal dengan modar dari pihak asing t hnr negeri. Adapun dalam

pelaksanaannya, penananrsn modal baik yang berasal dari dalam mdr Fun

lrtar negeii diafirr, ]raitu undrlrirg+rrckiag tr{o. 6 tahua lg0g rcffaa{,

k;nanarman Modal dalam ilegeri dan undaqg-undang l{o.l tahrur lg6?

tentang Penanarnan Modal asing. Menunrt w No. 6 tahun lg6g yang
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ditna&sd dengan penanaman modal dalam negeri adalah penggrunaan

kekayaan masyarakat Irrdonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik

yang dirBiliki oleh Negara maupun swasta nasipnal atau snrasta asing yang

berdomisili di Indonesia yang disisihkan / disediak.ur guna menjalankan

i,uafu usahe. sedariEl6n yurE di*uksud d"ng+, perlanaiiai mdal *y
menunrt IIU lilo-l tahun lg67 adalah penanam$E alat pembayaran luar aegreri

yang tidak rnenrpakan bagian dari deuisa Indonesia atau alat_alat untuk

penrsahaan yang dimasukkan dari luar ke dalam negeri yang tidak dibiayai

oleh derisa trdonesia- Penanaman modal asing merurnrt tru No. I hhur 196?

,ang dalam petaxsanaa:urya diperkuat olelr undang-udanq $o. ll h1u:r

1970 ten{ang Penamaman Modal Asfurg juga membepkan batasan terhadap

bidang-bidang yang tgrtutup bagi penanarnan modar asing yait* pada

bidang yang penting bagri negara darr menqnrasai hajat hidup rakyat

banya*Ter*air keterrtuan *o,go,"i perFesaian reqg*eila yang

sesunEgulurya mefirpaknn niuatan prnE menjadi pilifran-pilihan bagi paia

pihak untuk menehtukan pilihan hulqm apa yang akan digunakan jika

terjadi sengketa dalam realisasi kon&ak karra. Datam hubrurgan hulaum

kcntak hrya, sengketa ]ranq sering terjadi addah te*ait derEnn

nasionalisasi dimana kehartrsan pemegang saham asing rrrttuk melalukan

divestasi atas saham yang dimilikinrra yang mana sesungguhnya ketrartrsarr

asing ruria* melakukn divgtasi tida* lagi diatur dalam

Nomor 35 Tahun 200? yang sebelumnya diatur dehgan llndarg-undang
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Nomor I Tahun 196?. Masu*crya modal asirry bagi perekonomias Indonesia

menrpakarr fimtutan keadaan baik ekonomi mirupun politik Indoneia. Modal

asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting

sebagai alat untuk meagintegrasikan ekonomi global.

Setain itu, kegriatan furryestasi aiEan me{nberikan dampak positif baqi

negara penerirna modal, mendoro;qg turnbuhnya bisxris, adarrya $pply
telamlogi dari investor baik dalam bentuk proses produksi mirupun

permesinan menciptakn lapangan pekerjaan. saat ini, pemeirrtalr

Indonesia €lah targret pertumrr*an ekonomi ?,g persenhirqgga

2009. Pertumbuhan akan dicapai melalui investasi modal dan konsumsi

dalam negreri. Pertumbuharr dengan tingkat itu amat penting gruna

meagrurang'i separuh jqmlah penganggErran dalam wsLtu emlrat tahua,

Tingkat konsumsi dalarrr negeri kini tidak akan rnampu menciptakarr

lapangan kerja yang cukup. Hal ini jelas memberi tekanan kepada tndonesia

untuk menarik Iebih banyak irestasi baru, l:hususnya dari luar negeri, gtsna

menrrtup kekurangan. Lingkungan bisris yang selrat ucrtuk berinvestasi tida*

hanya diperlukan untuk menarik investor dari dalam darr Iuar neget'i, tetapi

juga agar pcrusaha,an yaql sudah ada tetap memilih lohsi di Indonesia.

Faktor uhrna yang rnempengamhi lingkungnn bislis adalal tenaga krja
dan produlrtifitas, perekonomian daerah, inftasbnrktrrr fisik, kondisi sosial

politik, dan institusi.
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Mesurrut Sunarjati llartono pengertian Fnanaman modal asing dhlam

ITt PMA adalah ditxt invw*nent, yrang biasanya dipertentarqgkan

denganportfoJrb investntenf; dimana pemilik modal asing hanya memiliki

seiurnlah satem dalarrl suafu perusalraan, tanln mempunyai kekuasaan

tangsung dal"rn manaienren perusatraan" Beliau..ns,yataUr, balnra lruplilf,,

tidak memberikan batasan dan penegasan yang cukup antara penanamiul

modal asing menunrt wpMlt dengan penanarn€rn modal asing Iewat

membeli salram+alram dariper-usahaan lndo,rresiaFng telah arla atau *redni

luar negeri baik yarrg diberihn kepada atap melalui pemerfu*ah Induresia,

ririupun yang dib6rikan swa*a asing kepadn svrasta Indonesia secara

terang-terangian atau diam-diam.Direct investmenldapat benrpa valuta

asing $oreign *change) bararrg-baraag (alat-alat), atau kealdianr, baik

datam cara organisasi atau pemasa.an- *Ienunrt undang-rurdang lilomor ffi
Tahun 2oo7, pada pasal I angka B penanaman Modal (wpM), penanaman

modal asing adalah kegiatan menanarn rnodal untuk melalorkan usalra di
wilarrah lregara Republik Indonesia Fr{, dilajkukaa oleh penanam modal

asing, baik yang rnenggnurahn modal asing sepenuhnya maaprm ya:,g

berpafungan dengan penanam modal dalam negeri. sedangkan pengertian

modal asing diuraikan pada pasal I angka g, yaitu modal yang dimiliki oleh

negarlE asing, pefseorfiigiari vrarEa n€raie asinE, baden iisaha asilg, badeii

hukum iu$ng, dan/atau badan hukun rndonesia yangr sebagian atau duruh
rnodalnya dimiliki oleh pihak asing. Diilam kontrak karya pemerirnah
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meilpahn badan hrilffin pr&uk yaitu merupakan badan fulnun yan{I

diadakar oleh kelmasaan umum. $ebagai badan hl*um publik pefnerinlaft

dapat melakrrkan hubungan keperdataan. pemerintah dalam hubungan

keperdataan dapat bertinclak sebagsi subyelr yan{t tidak berbeda derrgan

subyek hukun perorangarl atau badan-badan tm*um keperdataan pada

umumnya. Hubungan keperdataan timbul dari perbuatan keperdataan

Misalnya melakukan kontrak dengan subyek hukum lainnya. Negara dalam

melakuhn hubuqrgan keperdaiean , dilakukan oleh pemeriniah- Dalailr

kaihn hubungan ini terdapat perbedaan penaa,pt menurtrt sunaryaf

Hartono yang rn€nyatikdn bahwa hubungan perflerintah dengin lawan

kontrakrya ( dalam joint venture ) kadang sebagai pihdk (partner)dan juga

sebaqrai pemerintall Sedangkan nsnrnrt Bagrir *Ianan hubungal ar*ara

pemerintah dan lasanr kontraknya adalah hubu:rgian kesede1; atan, danr

pendapat lain geperti yang diungkapkan oleh Mariam Dams Badnrlzaman

bertrrendapat bahwa kedudukan Pemerintah lebih tinggr ( tidak sederajat )

dengan lawan korrakrya. Dengan demikian hal ini berdarnpak pda
&ontrak Penanannan lr{odar Asing sesurgggrulmya tidak harrya berraku

perattrran hukun perjanjiannya saja, tetapi juga berlaku perjanjian huLum

lnternasional. Dengan detnikian berlaktr hubungan yang tidak

diistfuieurakrn aprrbila sriiatu badari pemetintah FnE inrei4rada&ah kontiik

dqngran E:arga ma.syara*at atau badan hulum, dalam asas hukurn perdah

.lipandang berkedudukan sejajar dengan lawan kontralcrya. Hubungan
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kesederajatan ini tidak menunjuhn keistimetvaan delam peqrtrsrman rraupu

pelakanaan konEak karya. sehingga akan tampak hubungan para pihak

dllam kontrak ka4ra bersifat hubungan kontraktual belaka.

3. Tiniaraa Sosiologis Tindalaa l$as{pnalisasi 
=ailq 

Dila}ukaa gfet

ftratul$egara

Datam sejarah Indonesia, terdapat dua kali pelaksrnaan divestasi atau

nasionalisasi, pertana pemerintah rnengambil alih penrsahaan-penrsahaan

Belanda pade taltri 1958, berkaftan dengrrin perjuurgan riirerigenibalikari

Irian Barat dari pendudukan Belanda. Kdu+pemerintalr melakqhn

pengembalian penrsahaan-penrsahaan Inggris dan Amerika serikat, pada

waktulndonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, pada tahun lg62

Indonesia mengaqggap Arnerih Serilqt dengan Ing$is sebagai pendukung

urama pemUeqtnun Malapia, Fntt oleh pemerintah soehrno dianggrap

Neo-kolonialisme dan neo-imprealisme sehingga krdonesia mernblka

hubungan erat dengan sovi6t uni, Negara-negara Eropa Timur, cuba,

China, Vietnam Utara danKoera Selatan.

Berkaitan dengan nasionalisasi ini timbul gugatal pemsahaan

tembakau Belanda di Bremen (German), ketika dari tembakau dari

perkebunuan di Deli akan dilelalang pada pasar ternbakau di Bremen- 3ia3115

ini terkenal dengan ksus tembakan Srernen- Pokok per-masalafurnya

dimulai dari p-enjualan tembakau dari bekas penrsahaan Belanda yang di
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nasionalisasi oleh pemerintatr Indonesa. peqdlik perusairaalr yaqg

dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagian milikny,a.

Menunrt Mochtar Kusumaatmadja, tindakan nasionalisasi menrpalrrn

prima tacie, penyimpangran dari ketetrtuarr hukurn internasional mengenai

Petinftmgan orang asing dan hak milih asfug. Peristiwa itu adalah tindahn

ambil alih penrsahaan miuk Belanda tenrtama perkebunan yang kemudian

disusul dertgan tindakan nasionalisasi.s Tindakan pengambilalihan mi5k

Belanda Fng kemudian disusul dengan nasior,ralisasi ini dikenal sebagai

perkara tembakau Brerrren- Pihak Pemerintah Indonesia dengan Mashpai

tembakau Bremen-Irtdonesia @eutsch-Indonesischen Tabaks handels

G.m.b.H), berhasil meyakinkan pengadilan di Bremen bahwa tindakan

pertgar&il atih dan nasiornlisasi ifu merrrpakarl tindahn suatu hegara ]raag

berdaulat dalam rangka perubatran stnrktur ekonomi bangsa Indonesia dari

struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.

Gep:rtnsan yang diambil oleh Fengadilan Bremen yalmi bafuwa

pengBdilan tidak mencampuri sah atau tidarurya tindakn ambil ?lih dan

nasionalisasi Pemerintah Indonesia itu.36 Kasus ini berawal dari terbitnya

undang-undang l{asionalisasi perusahaan Belarda. sebagai pelahanaan

ls_Mochtar KgryrnaatmAdja peng$tar Huktm h4eroosiotql Bagian-I; Hal, 64_6-536 tuticttisc,IU20l/1g5g,7Q12/1g5g,7Qlj/1g5g,dan7Q26/Ig5g,Judgnentofthe
Bremen
Caurt af Appeal (Hanseaisches Oberlandesgericht Brement), 21 August 1959 relating to sale ofItdorcsifr Tobrcco at Brenvn- Untuk dnglesan p€d.am i* tih. Uepartment of fnformation ofifre
Republic of In&nesi4 The Bremen Titbabbo Casi,Djalega: ISOO. Lih. juga prof. Mr. Dr. Sudargo
Gauma Segr.tes? Iluht* Inleruasiotul pfu Nasiorlg,ti$asi d le&s;]fite,ftx,prne$itan
Univgrsitas, 1960.
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dari w tersebut, rrusahaan-penrcahaan miuk Belanda yang ada di

Indonesia dinasionalisasi dan dinyatatcan sebagai milik penuh dan bebas

Negara Republik Indonesia. Perkebwran tembakau milik IiM Verenigde

Deli-MaaEclrappijesr dan  fy @ii, keduanya adalah

pensataan Selanda, ikut 4inasionarisasi dengan gd*i *rugian Fr{, ahn
ditetapkan kemudian. Sebagai gantinya lndonesia mendirikan ttrsat

Perkebunqn Negara (pPlg Banr.3?

Pemerintah kemrrdian menetapkan Bremen sebagai kota urrtnk

melnperdagailgkan tesrbakau, danl mernbel*uk Deutsctr-Irrdonesische

Tabakliandels GmbH, suitu perusahaan patrrngart ppN Banr dengarr

sejumlah pedagang tembakau asal Bremen. Pihat( Deli-senembah menil,ai

tinda*aa nasionalisasi tereebut sebagai sqata tinda}rn barbar daa

menrPakan suatu benfuktekna:r politikterkait dengran masalah lrian Barat.

oleh karena itu, ketilh tembakau hendak diperdagangkan di Bremen,

mereka mengajukan klaim kepemilikan, karena menrrilt mereka Indonesia

tidak benar-bens akan mernberihn ganti atau komlrersasi,

sehingga yang terjadi bukan nasionalisasi meiainkan ebpropriasi- Xasus ini

kemudian disidangkan di Landgericht, Bremen. Isu-isu huhrm daram

sengketa i$ nnenyita perhatian dunia internasiond. Keputusan pengadilal

banding;, obrlatzde;gerterif, Bremeq pada tarq;gal gl Agustus lgsg, yarrg

mengruatkan putusan [andgericht taqggal zl Apdl lgsg dan l0 ,uni rg*g,
%

- 11 
u$*t-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik

Belanda dilndonesiq LembaraXr Negara No. 162 Tahun l95g
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]iakd menol,ak $rgatiur pilrak Deli$enembah. Pengradilan Jermal menerima

argrumentasi Indonesia, yaag antara lain adalah bahra kompensasi yang

bersifat adoquate, prompt, dan elfective tidak bisa diterapkan secarir kaku.

lik diterapkn secara kku, mah sitacita hftrr kemerdekaan yang antala

lain memperbaiki perekonomian rc terpqnk pasca-kolonialisne lranya

akan sia-sia akibat terlnrrasnya kas negara untuk membayar kompensasi

sekaligus kepada pihak Belanda.

oleh karena itu, kompensasi Fng w,aiib dibayarkan r*rus

memperhatikankondisiperetonorriandanhemampuanlndorresia-Dengan

demikian nnsionalisasi ying dilakukin Indonesii adalah sah.

C. Itasioualisasi lralana Eukrrrn lYasioral Irrdorresia Dan Xukuill
Inteaasionel

Istilah nasiondisasi paling tidak mencalcup tea pengertian

"Konliskasi"', "onteigening" dan "pencabuton }rak". Mer-rurut L. Erades yang

dikutip oleh Sudiman Giniing, sremberikan arti nasionalisasi FI.,ri suatl

peraturan deagran mana pihak peilgRrasa memabakan snlua ahu

segolongan tertentu untuk menerima (dwingt te godegen), bahwa hak_hak

mereka atas semua atau beberapa macarn benda tertentu beralih kepada

negrara.s

38 Budiman'Ghtiog, "Refleksi Historis Nasionalisasi peqsahaanAsfurg di Indonesia..,,
Iurnal Eqity Vol 12 No 2 Agrustus 2002.
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Dengan demikian nasionalisasi adalah suatu cara pealih{n lpk dari

pihak partekelir kepada negaa secara paksa. Dalanr rarqgka tinjaua:r

tersebut maka nasionalisasi dipandang sebagai ..specr'es,, dari ,,Genus,,

pencabutan hak (onteigening).s Berkaitan dengran ketersuan di atas berarti

setiap ada 'onfergeningr- pada prinsipnya harus diftuti dengran *grar11i rugi,,.

sementara itu jika tidak disertai dengan ganti nrgi maka dia dapat

disebut dengan "&onlis&asi"; Konfiskasi ini mirip dergarr pencabutan hak

(semacam onteigeningi)' tetapi dengran corak }clrusus ta:rpa ganti rugri. Istilal

Konsskasi ini penama kali digrunakan oleh mantan Menteri Iruar Negeri

Amerika, Serikat Cordel tlull pada tahun 1940. Selanjutnya confiscatie

biasanya dilak,kan delam perm,sutnn peraq, tarrpa mempertimbangk,

unsur pengqarrtian ketirgrian.{o

Di Indonesia pada masa kabinet Karya Republik [rdonesia ketentuan

tentang nasionalisasi diatur dalam w No.86 tahun tgss. Dalam istilah

nasionalisasi terrnasuk didalamnya "upropriationo atau,reonfi,,r,atie,it

Dengan istihrl nasionaliasi ini diartikan bahwa suatn Fetrusalnan merrjadi

miuk negara. Penrsahaan bersa{rglcutan menjadi,,a nation afrair,. Dalam hal

rnsionalisasi Frlg mer{adihn objekr-rya @ rouewiin

mengemukakan pendapatrrya balrra , "T1r,erc- rs sard to b nafionalin{r;on

,e lbid* Ibid.
41, Gouw Giok Siong 1960- Segi-Segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia-
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Principally il aa uprcpriatton Eantspar/. a mote orJess stensive re{onn o! the

sqial or elc,otwmie stucfrxe o{ a county,,.

sedangkan Gouw Giok siong dengan mengutip pendapat worfley

menegaskan bahwa "nationalitation ig not a term of att,,, tetapi dignrnakan

uituk lll€lluriiuk pade exproprietion h the pfitsudnae af some na$(},ral

enferp@ ot to rtrenglherL a nationatly contolld ia&;3;1ry. Nationatiatiott

dilfier ln ilsscope and etrtent rather than in its judtcial nature kom ofher types oI

etrpropriation.az

Dalan pAarcanaan nasionalisasi oleh suatu negara terhadap hak

miuk atau bend+benda Frq, herkaihn derrgan snafu pqrusal,ean asing di
negara yang hendak melakukan tindakan hukum nasionalisasi harus

memperhatikan prinsip "teritotialiteit,. Artinya objek yang akan di

rusionariasasi berada di dalam batas-batas ieritorial negrara yang melal3rrha

nasionalisasi

kitsip tertitoridliteit pada da$rirnya telah fflakukan oleh Lidonesia

ketika menasionalisasi penrsahaan-penrsahaan Belanda di Indonesia. HaI ini

dapat kita junrpai dalam ketentnan Pasal I tIU rto. g6 Talnur lg5g, batrrpa

@ milik Belanda yang beradp di Republik Indoresia

yang akan ditetapkan dengan perat,ran pemerintarr dikenakan nasionalisasi

dan dinyatakan menjadi miuk yang peduh dan bebas Negara Republik

Irdonsia (Pasal I UU r{o 86 Tahun lg58). Sebagai peraturan pelahanaan

o2 lbid Htm. g
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dari {IU l{o.86 taltun 1958, pada tahun lgsg dikeluarkan peraturan

Pemerintah lilo" 2 tatrun 1959 tentang pokok-pokok pelaksanaan {IU $o. g6

Tahun lg58 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Penrsatraan Milik Belanda.

katuran Pernerintah tr[o. ? tatrqn lgsg ini, menyatakn bahma perusafraalr

perusaluan miUkBelanda Fn{t dapat difkenakn nasionalisasi adalalk

I. Pertama, Pemsahaan yang selunrhnya atau sebagian mtirupakan milik

perseorangran warga negara Belanda dan bertempat kedudukan dalam

wilayah repubfik Inflonesia;

2' Eedua, per[s{*taan miuk sesqatu badan ltukum yang selurtrhrrya ataa

sebagiari niodal Perseioaririya atau modal pendiriaftiya befesal dari

perseorangan warga ne€Jara Belarrda dan badan hukqm itu bertempat

kedudukan dalam wilayah Repulolik Indonesia;

3' fietiga, Fenrsahaan lrang letakrya datam wilay:atr RId.rr menrpar<a1 xduk

se$uetu badan hukum yang bertempat kedudukan dalam wilayah negara

kerajaan Betanda.

Sudut paadaag fukurn ladonesia:

1- ksal Sit IrIrD rg{s ayat z dan B, cabang prrod.Isi yang per$ing bagi

negara dan mengu4sai hajat hidup orang banyak, serta sumber daya

alarn (burni, air serta kekayaan alam yang terkandung didalarnnya)

dikuasai oreh negara dan digunakan *besar-besarnya unhk

kesejahteran rakyqat.
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a- Pembentukn Pasal S{l sendiri beraral dari gagasan sbepomo

tentang negaria integrrelistik pada sidang Badan penyelidik

usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BpupKD pada

targgaf 3l Mei l9,ft5.

b- $oepomo rnenyata*an barrya dalam rrcgara Fq, berdasarhn

integralistik, di tapangan ekgnorni negara akan menjalankan

sebuah sosialisme negara. Dengan sosialisme negara merurut

konsepsi yan{t diaiuhn soePomo, cabang usaha rrang pendng

a.hn diums oleh negrara, Iilegrara Fng akan menerrtukan di

rhind, di rnisi apa, da'i eabang usdha apa yang akan

diselenggarakan oleh negara dan mana yang boleh d.iserahkan

kepada suafir badan h*um (persahaaa) privat atau kepada

Perorangan

c. Menunrt limly A.sshidiqie (lgg4), pengaturan sumber kekayaan

(cabang produksi, sumber daya dan kekayaan alam)

sebagimana tertuang dalam pasal *l UIID rg4s dapat

membantu pemerintah meagklasifikasihn pola pengruasaan

ilan pengusahaan sumber kekayaan tersebut. sumber-sumbbr

kekayaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

oran{t banyak, hanrs dilnresai oleh pemerirua& srriribct-

surnber kekayaan y:ang penting bagi negara tetapi tida*

mengu€rsai hajat hidup orang banyak, dapat dilarasai oleh
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pemerintah; s'mber-s'mber &elayaan Fr,{t fidak perrting bagi

neglara, tetapi mengruasai hajat hidup ofimg banyek, tidak perhl

dilnrasai pemerintah; sumber-zumber kekayaan yang tidak

penting bagi rcgara dan 6dak rnengruasai hajat hidup oxang

barryah tidak boleh dikrrasai oleh pemerintah

d. Pasal 33 membolehkan keberadaan penlsahaan privat baik itu

dari dalam maupun luar negeri daram perekonomian nasionar,

asalkan paa*aaaanrrya fidak merugika* kepenlingan negara

dan dapat memberikan hesejarrteraan hepada rakyat banyalc

e. sebagai sfaalsgrnrndgiz€ts, atuian dasar negaia, hendalciya

pemerintah ser,akrr pemegang kuasa publik atas sumber daya

aIa$L menjadihn {rIrD rg4s *bagrai pedomarr dasar daram

menjalankan potitik pengruasaan sumhr day. alam ya*g

berorientasi pada kesejahteraan rakyat, termasuk

mempertimbangkan desakan nasionarGasi aset strategis dari

pemilitan @ asing rng disuararqn

akhir-akhirini-

f' Tap MPR No D( Tahun z(EI tentang pembar*an Agraria dap

Pengelolaan sumber Daya AIam yang menggariskan batnra

pengelolaan sumber daya alafir h€ridalaya berorientasi pade

prinsip-prinsip yarg mecnelitara dan mempertahanhn

keutuhan Negara Kesafuan Republik trdonesia, dirnana
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kekayaan alam rnenjadi bagian tak erpisahkan dari keutuhan

tersebut.

g. TAP MPR, No IX tatrun AOOI juga menegaskalr bahwa

pengelolaan sumber daya alarn hanrs menghormati dan

*renjruijrurg tiriggr hak asasi r"erru$t Drxigen dernikirili nm#
sosial atas nrmber daya alam heEdalctya

ketimbang frmgsi ekonominya sehingga sqmber daya dan

kelcayaan alam dapai diiasakan manfaanya oreh selunrh rakyat,

bukn lurrya olelr segrelintir orarrgr saja-

Pasal 7 ayat I tru trfio ZS 200? tentang penanar,nan Modal

menjamin tidak akan dil,alcukannya tindakan nasioflalisasi

3. Spratnasi,onalisasi:

a- Pasal 7 ayat Q, pemerirrtaft harus menaapatun persetui*an politi*

dari DPR, sebab w penanaman Modal hanya mengijinkar,

dilalerkan nasionalisasi leurat undang_undang ]rang pembuatannya

menjadi kewenangqr DpR

b' Pasat 7 ayat & adanya kornpensasi atas tirdakan nasi,onalisasilrang

ililaiirya berdasiarkan atas harga pasar

c. Jika atas tindakan nasionalisasi ifu muncul senEketa dengan

irrvestor, maka pemerintatr l*nrs menyelesaihn sengketa melalui
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arbitrase internasional ssuai dengan aturan Intenational

convention sefllemenl of ltresbnent D*spu{es (I6D). Bab II

Konvensi tersebut menyatakan bahwa arbitrase IcsID memiliki

prisdiksi atas sengketa yang $ec.ua langsung timbul dari

funestes asirig, anteie n€ara pe*aridrrhuiglm komrerrsi dergan

ilrargB negara dari negran penanaaangan tainnya. Indonesia

sendiri telah memberikan persetujuan atas konvensi yang

didularng oleh Bank Dunia ini sejak tahun l 96g.

Seeralnteraasioual

1. Reolusi lilo 1Si3 terntang Eedaulatan Perrrnanen'atas Sumber Da a

Alam (Permanent Sovereignty Qver Natural Resources) (Sidang Majelis

Umum targgal l{ Desember lg6E),

a- memu{t prinsipprinsip yang }Erus diindahhn olelr

penrsnhiin-penrsahaan EnrtnaSionil

b. nasiondlisasi, expropriasi dan tindakan-tindakan

pengambilalilmn lainrrya oleh pemeriniarr di t{egara penerima

fur,estasi adalah dimungkinhn dengan alasan unt{k

kepentingan publik, keamarpn negiara atau kepentingari

nasional lainrtya.

c. Point k+enam resolusi merumrrskag kerjasama internasionat

ur&rk pertumbuhan ekoaomi di negrara berkembang, apakah
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dalam bentuk fuivlestesi modat asiqg, perhkaran barang dan

iasa, technical assi;s{ance, atau pertukaran infomasi,

pengetahuan dan teknoloEi, harus menghormati independensi

negara yang bersanglartan dan berbasis pada penghormatan

etas kedeulaten dalam peligruas&ui hkayaari drin s;ruiitrer deya

alam yarrg dimiliki

d. Point ke-tujuh pelanggaran terhadap hak rak56t dan Negara

atas kedaulatan daripada sumber daya dan kekayaan alam

png dimiliki adalarr berterrtangran dengran spirit Fr{t
tercarrtum dalam Piagan perssikatan Bangrs+hngrsa dan

menghalangi berkembangnya kerjasama internasional yang

berorientasi pada pemeliharaan perdamaian.

IcHicB (Iatunational covqtaat on fuonomic, s&ial, and cultural

Righ&), l9s0 berlaku 19?6, tirda*an nasionalisasi dapat dibenar&an

sebagai bagian dari pelaksanaan hak rakyat untuk secara bebas

mengatur segala kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki

dalan rangk* pemerrulran hak-hak ekonomi, sosial dan bnddya.

a- Fasal I xovrenan tereebd raenyatakan bahura $alryat merrrilki

hiiL untulE mcngatur etgi sendiri (seu-detcrmination) termasuk

didalamnya hak untuk mengatut kekayaan alam dan sumber
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da Fng dimiliki sebagai sumber penghidupan dan

hesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan otreh *ovenan.

b. Kewajiban ekonomi ]rang muncul karena ke:jasama

interaasional arrtara pemerintah dan i*vestor asing rrarus

didasarhn atas prinsip burrtrngan liersama darr pelrghomatan

terhadap hak tersebut sehingga tidak terjadi ,.perampasanr',

terhadap sumber-sumber penghidupan rakyat.

D- Peayereeaiaa $engle{a .iltes Tiud:hn lrasionarisasi

Tindakan nasionalisasi adalah tindakan terhadap pihak asing Dalam

hal terjadinya sengketa maka, acuan pertama adalah hukum yang berlalu
(applicabre hdgotrGming lanr) dan penyelesaian sengrtreta (seiilemenl of
diryutes) yarg telatr disepakati dipilih oleh para pihak dale$ joirs venture

agreement baik menyanglart pilihan hukum (choice of law) maupun pilihan

fonrm (choice of fonrm) yaLtni hukum rnana darr lernbe{Ja mana yalrg akan

dipilih dan disepahti para pihak sebehrmny:a.€

Dalam joint renture agrcement dimaksud tersebut, ya,{l berwenang

dan digrrnakan dalam rnenilai dan merryelesaikan sengketa yang timbql

berker.raan dengan penanaman modal tersebut, baik sengketa arrtara

a3 Lihat ICSID
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investor asing dengan partrer lohl mirupun antara investor asing dengran

pemerintah lokl (loeal gove*runefi, hos( country).

Dalam penyelesaian sengketa berkenaan dengan penanaman modal

asing di Indonesia terdapat kecendemngran bahrya piuhan fonrm

pemyelesaian sengketa yarq disepalari dipilih selagai forum peryefesaian

sengketa adalah arbitrase, behkan neg.rra-negara masyarakat hukum

internasional telah membentuk arbitrase khusus mengenai penyelesaian

sengketa penanaftan modal, dengan adanya korrvensi MIGA maupun lcstrl
demikian jugra terdapat pengBtua:r dan penerimaan putusan badan/deman

afjcitrase interriasional yarig dapat eti eksekusi di negara Liin sesama

peserta ratifrkasi yang bersangkutan, misalnya konvensi Nemr york tg5g.

$engkeia-sengketa di bidang penanama, mqdar asdxqg Frlt
meEbatkan lndonesia salah sata pihah a:rtara lain adalah mengeaai:

": Breach of contract (pelanggaran perjanjian).

Pelanggaran perjanjian adalah suatu perbuatan dimana salah satu

pihak tidak memerruhi pestasi yrar{t telah disepakati atau dengan

perhtaan lain telah melakukan perbuatan warrptestasi. petangEraran

Perjanjian dalam bidang penanaman modal *iog, misalnya adalah

perrrutusan perjanjian secara sepihak,

b- l{ationalizati,ori atari Erpropriation (riagorralisrasi atau

pengrambilatihan).
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gerdasarkn UU Penanaman Modal, pemerinrah tidak akan metrakuihan

tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secare menyelusrl atas

peqrsahaan-penrsahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang

mengurangi hak menguasai dan atau BenfJ*rus perusahaan

pensatiaan }rang uersangkutfiL kecuali jiki aleiEfll uidan0-und&iE

dirryatahn keperrtirqan negam menglrendaki tiadakan demikian-

Akan tetapi pada kenyataarurya pemerintah melakukan tindat<an

pencabutan izin pembangunan Hotel I(artika plaza dengan alasan

mela*ukn tindakn nasionalisasi

Selain sengketa tersebut di atas ada beberapa jenis sengketd lairurya

yang terma*rk dan menrpakan sengketa dalam bidang penanaman modal

asing, yaitn:

1- CurencaT transer yaitu resiko kerrxgian sebagai akaibat pembarasan

tOfhadap kQnversi oiata uang oleh negi'a penerima fiodar;

2. F.Tropriation rrnd simil,ar rneasure yaifu resiko sebagai

akibai adanya iinaa*an-tinaa*n legdslatif dan ad.ministratif arau

hrena terjadinya penganrbilarihan hak milik investoc

3. Breach of contract yaitu resiko kenrgian karena penolakan atau

pelanggaran hukum oleh negara penerima;
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4. Tllar and civil disturbarrce yaitu resiko kerugian sebagai akibat

terjadfuya kodlik senjata alau gangguanaanggruan laimrya oleh kaurn

srpil.

Eeeriipat jenis sgnghta tergebil di atns iiendapd jaririiriali tlaxi

Conventioa Establising the Multilaterat krve$nent Guanrntee AgencT.

Dalarn Konvensi MIGA sengk6ta see.rra umum dibagi rnenjadi dua yaitu

sengketa komersial dan sengketa Bon kemersial.

Serqgketa Frrg bersifat komersial pada rrrrrumnF tehh dicsse,r oleh

@ asrrransi sedang*an yang mendapat jaminan dari

Konvensi MIGAini adalah sengketayang bersifat non koftersial.

Ditinjau dari subjek yang bersengketa, maka sengketa dalam

penailamarl modal dapat dibedakan atas 2 (&a) bagian, yaitrr

a- sengketa antara irvestor asing dengran parh€r rokal, dan;

b. $iengketa antaia inllestor ising dengan pemerintah ReBubtit<

Indonesia.

setiap sengketa hukum Fng terjadi dalam bidang pemanamail modal

ashg pada dasarnya dapat diseresaikan obrl hmbagaJe*baga

penyelSsatan sengketa, misalnya peradilan nasional atau lembaga arbitrase.

Dunia perekonomian yang berkembang sec€rra universal dan Elobal mulai

mengenal benfuk-beniuk lemhga penyelesaian sengkeia yarql
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memberihn rasa aman dan keadilan bagn para pilrak yang bersengketa.

Salah satu cara pertyelesaian sengke{a yang cuknp populerdan diminati saat

ini adalah Arbitrase dengan segala jenisnya baik arbitrase institusional

rnaupur Arbifiase ad lroc.

Secan ldlrsus adp satn lernbagn.[rbihse trtenrasional yan{t hanya

menyelesaikan sengketa penanaman modal asingr, yaitu ICSID. Tetapi tidak

menuhrp kemungkinan bahwa sengketa ]rang terjadi dapat dibawa kepada

lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yan{, ad+ sesuai dengran klausula

yang ada, sesuai dengan ldausuta Arbitrase Fng telah disepahti oreh

kedud belahpihak.

Setiap hubungan perjanjian hrternasional baik di bidarrg perdagangan

da$ perranaman modal asing atau joint vanture pihak asing selalg melrur{ui

adanya klausrrla frrbitare yang beacorak Internasi<rnal- Misakrya datam

hubungan perjanjian penaflaman modal kedua belah pihak sepakat untuk

membuat klausula Arbitrase yang tunduk pada ICSID. Dengan dernikian

kedua belah pihak menginginhn agar perrlelesaiarr Fng timbut dalarn

perja*jian pen maman znodat melatui I6ID-

selain IcsID, ada beberapa lembaga Arbihase Internasional yang

menangani sengketa penanaman modal *hg, yaitu:

l. court of Arbitration of the Internatio:ral chamberof corrunerce (Icc).

2. Asia-A&ica legal Consuttative Commitee (Af,ISC).
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Selain lembaga-lembaga .Arbitrase yang bersifat Irrternasional

tersebut, masih banyal< lembaga-lernbaga A*itrase yang bersinat nasional

yang dimiliki oleh beberapa ne(Jara, misalnya:

l- Nederlan'ds Arbitrage Institute merupakrr FsatArbitrase nasional di
gelenda;

2- The Japan commercial Apsociation menrpakan pusat Arbitrase

nasional diJepang;

3. Ihe .Hnerican Comrnercial .Association mempalan pusat ;rbiirase

nasional di.trmerik serikat- Didirikan oleh f,amar Dagang Amerih

pada tahun tgZO;

4' The London Court of International Gornrnerciiil Arbitration yang

didirikn pada talun lBgE;

5- .f,ustralian Cerrfie for Internatioaal Commerce Arbitratio:r (ACICA)

menrpakan lembaga arbitrase di Australia.

6. Ttrai Arbi&ation Board.

?' Hoqgkong International Arbitration Cenire, didirikn pada tahun

r98S;

8. singapore International Arbikation cenEe (srAc), yang didirikan

pada tatnur lggl;

9' Chitre lffernafional Econornie and Trade Arbitftition conimi$Eioa

(crETAC);

10. Korean Comrnercial Arbitration Board (KCAB) ;
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ll-Badan Arbitrase l{asional Indonesia (BA}II) merrrpakn .Erbitrase

l{asional di Indonesia yang didirilcan oleh hmar dagaryg dan indusnri

Indonesia pada tanggail 3 DeEember tgZZ.

Irbituase baik yanE hrsifet nisioial ririuprui Interruisiorial Fr{I
dimiuki oleh tiaptiap a€gara. Begitu juga hahrya dengan Indonesia yan{,

tetah mempunyai Lenrbaga Arbitrase Nasional sejak tahun lgzl yang

kemudian dilengkapi dengan diundangkannya tlu Nomor Bo rahun lggg .

Seperti tetah dikemukhn bahrra perjanjian penaFman modal asing

di Indonesia dibuat berdasarkan Pasaf ISBA XIrH Perdata yang disebut iuga

sebagai asas kebeba3an berkontrak. Kebebasan yang.dimaksud dalam hal

ini adalah kebebasan untuk menenfirkan pilihan hulcum (choice of law) dan

pililnn fsum (choice of jurisdiction). Selah itu juga untuk menentrhn

pilihan domisili (choice of domisfi|- Pilihan h*rl:n atau isilahr,rya partii

autoriomie adalah sudtu keadaan dimana para pihak dalam suatu kontrak

bebas untuk melalukan pilihan, merelta dapat memilih sendiri hukum yang

lml't,s dipahi unhrk konkak nereka- pjlihan huk'm adalah h*um Fngr
dipilih para pihak dalam hitaa timbulnya seng-keta sebagai akibat

Pelaksanaan hubungan hukumnya.

Ada empat r[acarn pilihan hulilm yang dikenal datam Hukrm perdata

Internasional, yaitu:

1. Secara Tegw (uitdnkkelijk met rcvrsle woorderr);
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2. Secara diardiam (stilarijgend);

3. Secara diarqggap (rermoedelilk);

4. Secara Hipotesis (hypothetische partijwil).

penoffuan suetu klausula pililrari hukiltri dalam Suahr ptrjaniinn

mempqfai arti perrting karesra:

l. sebagai sarana rmfuk menghind.ari ketentuarr hukum memaksa yang

tidakefisien;

2, tlntuk meningHtkan persaingan yrrisdibi;

3. Mernecatrkan nrasalatr peratuan berbagai nega{a

Pilihan huhon yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian halrs
memperhatikan batas-batas sebagai beri}ut :

r- Tidak melanggrar ketertiban umum (ordre;rublic, public poricy);

2- Piliban$ukmtnrryaboleh mengenaifmkumkor$ralq

3. Pililran hu}ilm tidak boleh menjehiiah menjadi penyeluridupan

hukum;

4' Persoalan yang mempruryai hubnrngran dengan kaidah s*Irer

memaba,

ftjuan diadakannya piUharr hukum, adalah untuk:

t' Membebaskan pengadilan atau Dewan Arbikase dari beban

mererruhn solusi mengatasi corrlict of law;
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2- Adarrya pilihan ln*um jugn akn memberiianr kepastian, iltanlhat,

efisiensi, penghematan ralfu dan memuaskan para pihak yan{,

rnenyelesaikan sengketa yang rnungkin timbul dalam penafsiran dan

peta*anaan petjanjian sengketa-

Ada beberaPa alasan yang menjadi dasar dilalukannya pililran

hukum, pertama karena b6rsifat falsafah, kedua bersifat praktis, dan ketiga

kalena bersihf kebutuhan dalam melakrrkan transaki intemasdoaal. pililran

hukffir yan{t akan dilaku*an oteh para pihak sarqg*t *horyaati hxena

alasari:

l. sebagai kebebasan akrdr individu adalah dasar murni dari hukum;

Z, Mernberikn kepastian hukgm:

3, Memberikan efsierrsi, manfieat dan herrntungan;

4. Memberikan insentif kepada negara.

Itilasalah pililran hukun i*i irrga ditegashn kembali dalam Xbnver-rsi

Ttlqshington Pasal 42 aFt I dengran menyatakan bahpa pa.a pihak

rnemberikan kebebasan rmtuk menent,kan hukrffir yang akan diterapkan,

baik hulrum nasional maupun hukum Internasional.

.aBebile dalarn pe{anjian tidax mencantrrmkari pililiran htltiffi, meh
pengaditan atar trernbaga arbitrase lnru$ m@ faldor-fakor
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rmtuk fienentukan negara mana yaqg paling sl,$dfilar (the colntry rnost

sigmificantly comrec{ed), yaitu:

l. Lex loci contrac-tus;

2. Leur loci solutionis;

3. *te pper larr of the corilract;

4. the most characteristic connection.

selain haxus menent'hn pilitran huk*& dalam perjarriian

penanamirr modal asin-q iugra tmrus direrrtuhn mengrenai pililran huhm-

Pilihan forum adalah lembaga atiu biddri yang dipilih para pihak sebagai

badan atau lembaga y.ang benvenang untuk menyetesaikan perselisihan

yangterjadi

milnn prisai*i (fonun) di sratu negara tidak harti hr,}mm yang

berlalu adalah hukurn dari prisdiksi (fonrm) yang dipilih tersebut atau

sebalikrya, dimana piuhan hukum suatu negara tidak berarti nengadilan

negana t€ssebut yang meurpnnyai kompetensi memeriksa dan mengadili

perslisihan- Pililran fonrm ini dituangkan dafam bentgk klausnla arbi6as
ddam perjanjian penanaman rnodal asing. Klausura arbikase ini mergpakan

perjanjian tambahan lrang disebut denga' perjanjian asresoir.

AdanYa klausula tambalun fuif, tidak meryyhalangi penrerin[rail

pela*sanaan pe{anjian pokok" tarenaaya batal a6u ecatrya perjarrjian ini
tidak menyebabkan batal atau cacatnya perjanjian pokok. perbedaarurya
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perjarfian pokok dapat berdiri sendiri tanpa adarrya perjanjian rarrbahar\

sedarqkan tanpa adanya perjanlian pokok para pihak tidak mwrgkin

mengadakan perjanjian arbiuase. Hal ini berlak:u sebelum diundangkannya

tIlI Nomor 3O Tatrun 1999. Setelah diundangtprurya IIU l{omor g0 Talul

1999, suatu perianiian aftirase tidek ahn menjadi baral hrerra disebab*an

bera**rirrtya atau batalnya perjanjian pokok, oleh karena itu perjanjian

arbitrase ini dapat berdiri sendiri tanpa adanya perlanjian pokok.

kda saat ini hampir serrua transaksi dan perjarrjian joint Tar*re

{pemanaman moda} selalu memasukhn klausula arbitrase- Akan tetapi tetap

Ii'anrs diingat bahwa kalusula arbitrase t6rs6but dilakukarr haius

berdasarkan kesepakatan bersama (mutual consent) dan memenuhi

ketentuan *asaf rge0 3fl Selain itu juga ry dihat secar:r teri.ulis. ltda

dua berdu* ldausuh arbilrase, yaifu:

I. Pacturn De Cornpromittendo;

Sebelum berlakunya IIU Nomor 30 Tahrm 1999, bentuk klausrrta ini

diatur d,alam Pasal 615 ayat (31 Av dar Pasal tr f,onnesrsi }ilenr york

l9$8- klausntra ini dibuat oleh para pihak sebelurn terladinya

sengketa. Dalam IIU Nomor 30 Tahun 1999 dibentuk klausula ini diatur

dalam Pasal ?, yanc berbunyi sebagai berikut: "para pihak dapat

menyetEiEi suatrr serryketa yang terjadi atar yeng akari terjadi anteta

mer€I€ untuk diselesaihn rtehfui arbitrase". Xlausula Pacturn De

Compromittendo dapat dibuat dengandua cara, yaitu:
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a- Dengan mencanfirmkn Hausula arbrtrse yaq, bersangkutan

dalam perlanlian pokok;

b. Klausula Pactum De Gompromittendo dibuat terpisah dalam akta

tersebut.

2. A**a Kompromis

Sentrnk klausnla ini diafiE datram pasal 0lg sv dan hsal tr ayat (l)
Kolvensi New York 1958. klausula ini dibuat setelah timbulnya sengket.

antara para pihak. Dalam IIU Nomor 30 Tahun lggg bentuk klausula ini

diatur d6lam ksal g ayat (t) yarEr beibuhyi:

* (l) Dalam hal para pihak memilih penyeleseriaar sengga melalai

arbikase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut

hams dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yanq ditandatanaani oleh

parapihak.

(A) Dalam hal para pihak tidak dapat menandahngrarri perjarrlian tertulis

sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), perjanjian te*tulis tersebut harus

dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) P€arrjian tertulis sagaimana dimaksud dalarn a at (l) hanls

memuat:

a. masilah yang dipersengketakan;

b. nama lengkap dan tempat tinggalparapihak;

c' nrmra lengkap dan tempat tkrggar arbiter atau majelis arbitrase;
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d. tempat arbiter atau maielis arbirase ahn mengembil kepltusan;

e. narra lengkap sekretaris:

f. jangka waktu penyelesaian sengketa;

g, pernyataan kesediaan dari arbiter; dar

lu pernyataan ksediaan dari piha* yaryg berselrqiheta uatuk

menang$rng segala biaya yang diperlukarr untuk penyelesaiarr

sengketa melalui arbitrase.

(a) Perjar{ian tertulis yang tidakmemuat hal sebagaiinana dimak*d dalarn

ayat (3) ba.taf demihukum-

Peibedaan bentuk klausula Pactum De comprorii,ittendo dengan akta

Kompromis hanya terletak pada saat pembuatan perjanjia4. pactum De

Compromittendo dibuat sebelum perselisitrarr terjadi sedangkan al*a

f,omprornis dibuaf setelah te{adi sengketa.

Dararn praktek, ada beberapa bentuk standar Hapsula arbitrase yang

dapat dipergrunakan, misalnya:

l. Stardar *larrsrila f,rbitrase ICSID

"The partix here to consenf to sabmit ro fie Intenatioaa! cante torSettlement of Inveshnent Disputes any dispute in reatition to or arising out otW Agreetment for Setfiement by eriitratibn purcuant io ne Canvention on theSettlement of hLestment Disputes betuedt.Sfafes and Nationirls of, olherSratd'-#

4l Lihat ICSID
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2- Standar klausda Arbitrase II$CUX.f;L

*Any diquta, confoorrerqy or claim arrsirg out olor relatiag lo tftis aoafuact or
the breach, termination or invatidity thereol shalt be seft/ed by arbitration in
accordance with the tlMc[fRALArbitration8u/es af tlrepresen t in forceo.#

3. Standar Blausula Srbitrase ICe

oAny Disputas in Conr.tial.n *ith the prese,nf conbart straff b9 frrralty sottl96
under the rules of Consiliation and Arbitration or the Internationat Chamher of
Commerce by one more Arbitrators appointed in accordance with the said
Rules-'*

4. Starrdar &ausula BA$I

"Sarnua wtgrke*a ya+g timb,ul dari pe-rianjiarr ini ahn dielesaitan dalail
tingrkat pertama dan terakhir menunrt peraturan prosedur BANI oleh
Arbitrase lrang ditunjuk menunrt perahuan tersebut.',

5. .f,rbitration Clause ICSID di Indonegie

XIaEuIa ini dirunusken oleh BIPM dan saran dari Team Tekhis klaneman

Modril. "Bilariiana dikemudiin hari timbul perselisihan dan persengketaan

ar$ara perusahaan (yang merraniun modal) dan pemerintah, rraka

perm6satatm ini akan diaiukan kepada IGSID di dala$ badaa miura

Pemerintarr Republik Indonesia dan (negrara irrvestor) merrladi

anggotanlra. Segala keputusan yang diambil cenke tesebut di atas akan

mengikat pihakjihak yang berselisihan dan bersehgketa."

nt trNCrrRAL
6ICC
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Kausqla A'bifras Penting dicarrrunrkan datem penanaman rqodal

asiqgr, untuk rnemudalikan dalarn menentukan fosum rnane yerlg akan

dipergunakan jika suatu hari thbul sengketa, apakah fonrm pengaditan atau

Iembaga Arbitrase. Berdasarkan ke&ffirar Pasal ? dan g IIU lgomor B0 lhSurr

1999 klausulafirbitrese lBru$ dibuat secara tertulis dan aihnaarangrani olch

para pihak serta dibuat dalam bentuk akta notaris. Dengan demikian

bilamana terjadi sengketa antara investor asing dengran partner lokat

maupr& antara investor adrlg dengran pe,meriniah 8eplbfik Indaresia

ktausal yarrg harys diperiksa dalam joint ve*rture agtreerneil adalah apatah

pilihan fonrrrrnya meririlih dad menurrjuk arbitrase sebagai lenibaga

penyelesaian sengketa. Selanjutnya diteUti klausul pilihan hukum datam joint

venftrre agreemenr Fng bersarqkil.tan, apakah akan diperiba dan dinflai

berdasarkan h*um Inldoneia atatrkah tidak
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3TD Y

IIWIiIf,ISI PEilEIIITIilIS

tr'. Iriiplt}asi T6oEfis

Perrelitian :railg berjudul *Studi Hufum.Itfas lVasr'onaJisasr' Pqusahaan

Asing; Dasar lfu}:ltm TiadakdrrJllasionaftsasi IInfuk MencapaiJ(epas*bn Hukwn

Penanatnaa Md* ini, mengangkat masalalr berhaitan dengran dasar

sosiol,,ogis tindakan nasionalisesi yarrg dilakukan oleh suahr ne!trara, dasar

hJrtrm tindakan nasionalisasi iika ditinjau dari Hulilm Nasional Indonesia

dan ffirkrm Interriasional dan upaya perryelesal sengketa:rang mungkni

4ilalwhn a,rrtala srratu negara Fng melakrrkan tindakan nasioaalisasi

dengan pihak asing.

Melalui penelitian ini, tujuan penelitian berdasarkan rumusan rnasalah

yang diailgkt yaitu untuk mengetahui dan rnenganalisis dasar sociologis

tindahn nasionatisasi yanq dilalohn oleh suatu ilegara, merrgetalui dan

menganalisis apakah tindakan nasipnalisasi menrpakan tidakan legal dan

memiliki dasar hulqrm jika ditinjau dad Hulcrm Nasional Indonesia dan

ft*itrln Internasiorral serta mengetatrui dan ne*rgatralisis bagaimaaa

pe*qreleaian sengketa yang mung*in dihlnrkan arrtan srrdn negara ?aql
melalEukail tinda*an nasionalisasi dcngan pihak asirE, implikasi teoretis

yang diharapkan dapat membe/ikan kontribusi di bidang akademis

terutama mecdngliafkar luafitas materi perkufiafran ffi*um penanaman
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Modal di falmlras lluhm dan ps' uEt fII UNsru serta bagi iltrur

pengflot€truan lmkm secare umum melalqi peqfryaan bahen aiar derrgen

cara lnemasuklran hasil-hasilpenelitian dalam rnateri bahan ajar.

L In!ilkslf-aHfr

Scc€la prr*$ perreuriin ini nremilffi implilasi bcnpa kgdfiibui

wacana kepada rnasyarakat umum terhadap aspek huku$r penanarnn

modat a*{S dan tindakan socialis.st
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FIS VI

"E!N'TUP

tr. Kesinitrxrlan

l. Nasiondisasi dalam sejarah Indonesia, teriadi, pertanapemerintah

mengambil alih @ Belanda pada tahrur lgSB,

berkaita:r derrgan pe4fuangran mengembalikan kian Berat dad

pendudukan Belanda. Kedua,pemerintah melakukan pengendralian

pertrsahaan oemsahdan In$Erris dan Amerika serikat, pada waktu

I*don'gia merrgadahui konaontari d€nEan *Ialaysia pada rahuri lg6a.

Berkitan dengan aasionalisasi ini dasar sosiologis Fng da_pat

fliangkat herdasarkan kasus tembakau Bremen adalah, tindakan

pengambil alih dan nasionalisasi itu menrpakan tindakan suatu negr3ra

yaltll berdaufat dalarr rangh pernUatran stnrktur ekonomi barrgsa

Indonsia dari stn*tru ekonomi kolonial h ehnomi msionel, serh

terjadi atas dasar kepentingan masyarakat suatu negara, prinsip

kom3rensasi yang bersifat adequate, ptofipt, dan erfectlrre tidak bisa

diteraphn sesara hku. Dimana argrunentasi dalam kasus tembekaxr

Bremen, iika diterapkan seceftr kal.u, maka cita-cita tshur

kemerdekaen yang antara rain memperbaiki perekonomian yang

terpuruk pasca-kolorrialisme han-ya akan sia-sia akibat terkurasnya

ks regara unt,k membayar komperrsasi seurirg.rs kepada piha*
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Belaada. otr"h hrena itrl korqpensasi yaryt qaiib l*ars

memperhatikan kondisi pereftonomian dan kemarnpnan Indonsia.

Dengan demikian nasionatisasi yang dilakukan Indonesia adalah sah.

2. Istilah nasionalisasi pating tidak mencakup tiga penger#an

"(onfskasf"; "onleigeningn dalr "pencabirtaa Hak',. Dengan demikian

nasi,onalisasi adalah suatu cara perauhan hak dari pihak par-teketir

kepada negiara secara paksa. Dalam rangka tinjauan tersebut maka

nasionalisasi dipandang sebagrai'lrpecies- deri,,Genus- pencabutan

hak fO#aUenzrlrr. Ber&aitan dengrar heterfuan di atas berarti setiap

ada "onfergening"pada prinsipnya haxss diikuti dengan .,ganti rugi',.

sementara itu lika tidak disertai dengan ganti nrgi maka dia dapat

disebut dengarr "Joatrskasi". somfislqsi ini mirip denqran perrcabutan

hak (semacam onteigening), tetapi dengan corak khusus tanpa ganti

nrgi. Dasar hukurn nasionalisasi yang pernah ditiakukan oleh

Iadoqresia adalah, Pasal lHt IrIrD lg{ti ay:at z dan 3, cabang produfosi

yang p€mting bagi negara dan merEruasai hajat hidup oreng banllak,

serta surnber daya alam (bumi, air serta lcekayaan alam yang

terhrrdrlng didalamnya) di*cuasai oleh negara dan digurnkn

sebesarbesasrya untuk keseiahteran sakvat Tap ilp8, ilo IX Tahun

2001 tentang Pembaruan Agrraria dan pengelo}aan sumber Daya AIam

]'ang menggariskan hahwe pengelolaan stimber daya alam

hendaknya berorienrasi pada prinsip-prinsip yang memelilrara dan
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mrempertehanha keutuhaa llegara Kesatuan nepublik Indonesia,

dimana kekayaan alarn menladi bagrantakterpisalrkan dari keutuhan

tersebut; w No 25 Tahun 20o? tentang Penanaman Modal. secara

ir*eraasionat, fur*umen hu}um yaql dapat dijadihan arInunenhsi

adalelt: Resofusi ilo lffi tentang k€dauletan krranen atas ftrnber

Daya Alam (Pennanent sovereignty over Naturdl fresources) (sidang

Majelis umum tanggal 14 Desember 1962); ICEscR (International

Covewnt on Econotnic, Srrial, and Cultttrdt &ignls), f g66 berlaku 19?6.

3, !:ndakan nasronalisasi adalah f:rcakan terhadap pftek esilrg. Delara

hal terjaainya sengketa maka, acuan pertama adatah hukum yang

berlakn (applicable ladgoverning larr) dan sengkefa

(aettlement of dis-outes) yang tetah dis€pakati dipilih oleh para pihak

dalan joint venture agrreement baik menyangkut pilihan hul:um

(choice of law) maupun pilihan fonrm (choica of forurn) -yakni hukrim

ruila den lembaga mara Frq, akan dipilih dan direpakati paa pitrak

sebelumrya. Di Indonesia terdapat *ecenderungran balsra pilihan

fonrm penyelesaian sengketa yang disepaleti dipilih sebagai fiorun

perryelesaian sengke{a adalah drbitrase, batrha nelrara-negia&r

masfaraht fukrun internasional telah membelrtuk arbritrase lCrusus

mengenai penyelesaian sengketa penanam{ln modal, derrgran adan}ra

kornrensi MIGA rnaupun IcsID demikian juga terdapat pengalnran dan

peaerimaan putusan badan/derran arbitrase internasional yaag datrnt
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di eksekusi di negara sesailE peserta ntitrksi yang

Uemsarqf*ufdn, migalny:a korwensi !$erw York lgSA.

B. $anrl

l. Ihdangund*ng Pe-nanarnari ![oda! ralauB'un merrla_aun Edat akan

dilalcukannya tindakan nasionalisasi, namun masil memuat syarat-

syarat atas tindahn nasionalisasi urtuk dapat dilakukan- Hat ini

nrerupkn aqrbimlesrsi oleh hr'ena itr pegtu ditegraskafl hepada

inv63toi nsing baliwa nnsionnlBasi bukanlah S,uatu hal yang niuddli

untuk dilah*an.

a- prinsip adeguate, prompt dan efective tentrrrrya harus dikedepankan

3. 3'para pihak dalam penanaman modal kfmszsr.rva penanilnen modal

asing harus mencantumkan klausul hukum ]rang berlaku, dan fonrm

:rang akan digrunakan jika terjadi sengketa untuk meminimalisasi

korf,ik-
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